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ABSTRAK

Masjid dengan potensi keuangan yang besar perlu dikelola secara
profesional untuk menunjang tujuan dakwah. Namun sayangnya potensi tersebut
belum teroptimalkan mengingat masih minimnya penerapan pengendalian internal
dan audit keuangan masjid, sehingga praktek penggelapan atau korupsi dana masjid
kerap terjadi. Di tengah fenomena tersebut terdapat Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya yang telah menerapkan pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini ingin
menjawab tiga pertanayaan yakni, a) bagaimana konsep sistem pengendalian
internal ?, b) bagaimana konsep audit keuangan masjid ?, dan c) bagaimana
pelaksanaan sistem pengendalian internal serta audit keuangan pada Yayasan
Masjid Al Falah Surabaya ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, penyusunan dan
pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) serta audit keuangan di Yayasan
Masjid Al Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Penggalian data dilakukan lewat wawancara dengan pihak pengurus dan
pengawas di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya beserta dokumen-dokumen resmi
sebagai penunjang. Data yang sudah terkumpul nantinya dianalisa dengan teori
manajemen keuangan, sistem pengendalian internal serta audit keuangan masjid.

Dari hasil penelitian diperoleh tiga kesimpulan yakni, a) Sistem
Pengendalian Internal (SPI) di Masjid Al Falah Surabaya menggunakan ketentuan
umum dalam pengendalian internal, audit keuangan serta menyesuaikan dengan
kondisi lembaga-lembaga di bawah pengurus yayasan, b) penerapan SPI dan audit
keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dibawah pengurus
bersama dengan Komite Audit dibawah pengawas, dan c¢) untuk menunjang
akuntabilitas dan transparansi seluruh administrasi keuangan menggunakan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomer 45 dan diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP).

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Audit Keuangan Mas;jid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid memiliki peran strategis dalam sejarah perkembangan awal
dakwah Islam pada masa Rasulullah SAW. Masjid bukan hanya tempat untuk
aktifitas ibadah ritual semata, melainkan juga digunakan sebagai pusat
aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang. Sebagaimana sejarah
mengatakan pada masa Rasulullah SAW. masjid merupakan pusat peradaban
dan pusat aktivitas baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah.'

Dalam perkembangan sesudah kepemimpinan Rasulullah SAW, masjid
menjadi pusat kebudayaan, pusat dakwah, pusat penyelesaian masalah umat,
dan musyawarah dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting di berbagai
bidang kehidupan. Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup ideologi,
politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan militer dibahas dan dipecahkan di
lembaga masjid. Masjid juga merupakan ajang halaqah atau diskusi, tempat
mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama maupun umum.?
Sehingga keberadaan masjid menjadi insfrastruktur utama dalam menunjang

dakwah, pemecahan masalah umat hingga pembangunan masyarakat Islam di

! Supardi dan Teuku Amiruddin, Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.
2 Moh. E. Ayub, dkk, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 2.



berbagai bidang kehidupan. Masjid memiliki fungsi lebih dari sekedar
bangunan, namun pusat peradaban dan ilmu pengetahuan.

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. Makmur atau sepinya
masjid sangat bergantung pada umat Islam itu sendiri. Apabila mereka rajin
ke masjid, maka makmurlah masjid tersebut. Tapi apabila enggan dan malas
ke masjid, maka sepi pulalah Baitullah tersebut. Logis pula jika keadaan umat
Islam dapat diukur dari kehidupan dan kemakmuran masjidnya. Masjid yang
makmur menunjukkan kemajuan umat disekitarnya, sedangkan masjid yang
terlantar dan kurang terawat mengisyaratkan tipisnya iman dan kurangnya
rasa tanggung jawab umat di sekitarnya.’

Firman Allah dalam Alquran surat At Taubah (9) ayat 18:

Pl
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Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain
kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At Taubah: 18)*

Jika kita menelaah lebih luas, potensi masjid di Indonesia sangatlah besar.

Dari data yang disampaikan oleh ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)

3 Ibid., 19.
4 Departemen Agama RI, A/ Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005),
151.



sekaligus Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut masjid yang terdata
800.000 Masjid. “Menurut catatan, yang mengetahui persis jumlahnya hanya
Allah, Dewan Masjid pun baru sekarang mengumpulkan data, selalu kita
mengatakan lebih dari 800.000 masjid dan mushala”, kata Jusuf Kalla saat
memberikan sambutan pada acara Asosiasi Masjid Kampus di gedung D,
Kemenrsitekdikti, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (10/11/2018). Jumlah
tersebut merupakan jumlah yang sangat besar hingga Raja Salman dari Arab
Saudi saat berkunjung ke Indonesia pada waktu yang lalu sempat terheran-
heran dengan jumlah tersebut. Jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk
Indonesia, menurut Jusuf Kalla setiap 200 muslim ada 1 masjid atau mushala.
Karena itu masjid rata-rata jaraknya tidak lebih dari 500 meter daripada satu
sama lainnya karena begitu banyaknya.’

Potensi masjid yang besar, terus berkembang, memiliki sumber daya
keuangan, beragam kegiatan bermanfaat bagi umat tersebut jika tidak dikelola
dengan baik akan memunculkan banyak permasalahan dalam pengelolaannya.
Hal tersebut bisa berakhir pada stagnasi bahkan kemunduran di kemudian
hari. Faktanya banyak dijumpai takmir masjid melakukan pengelolaan secara
tradisional, tanpa perencanaan yang jelas, pembagian tugas, dan laporan

pertanggungjawaban keuangan.®

Rina Ayu Panca Rini, “Wapres JK: Ada 800 Ribu Masjid yang Terdaftar di Indonesia”, dalam
www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-
indonesia, (1 April 2019), 1.

¢ Moh. E Ayub, Manajemen Masjid..., 29.



Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan manajemen masjid yang benar-
benar konsisten dan profesional. Manajemen merupakan disiplin ilmu yang
banyak membantu dalam proses pengelolaan organisasi termasuk masjid.
Pembahasan manajemen masjid merupakan bagian dari manajemen secara
umum, yang pada prinsipnya tidak terlepas dari ilmu manajemen, kemudian
diarahkan secara khusus pada urusan masjid. Arti manajemen yang mendasar
adalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran
yang sudah ditentukan.”. Menurut hemat penulis, akan menjadi percuma dan
ironis jika kegiatan masjid yang mulai berkembang, sumber daya yang
banyak, bangunan fisik yang megah jika dikelola ala kadarnya.

Salah satu aspek dalam proses manajemen masjid adalah manajemen
keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang fundamental dalam proses
manajemen masjid. Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit setiap
bulannya. Biaya itu dikeluarkan untuk mendanai kegiatan rutin. Mengurus
masjid, memelihara/merawatnya, dan melaksanakan kegiatan masjid hanya
mungkin terlaksana jika tersedia dana dalam jumlah yang mencukupi. Tanpa
ketersediaan dana, hampir semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat
dilaksanakan.®

Kegiatan rutin masjid pada umumnya menelan biaya yang tidak kecil.
Selain itu, untuk pembangunan masjid atau rehabilitasi fisik masjid

diperlukan dana yang luar biasa besar. Pengelola masjid dituntut berpikir

7 Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer (Jakarta: Media Bangsa, 2012), 12.
8 Moh. E Ayub, Manajemen Masjid..., 57.



keras mencarikan jalan keluar untuk menghadirkan dana, baik berupa uang
tunai maupun yang berbentuk material bangunan dari pihak-pihak yang
memiliki kepedulian.’

Aspek keuangan mencakup seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh
masjid baik berupa dana maupun asset berupa bangunan dan seluruh
infrastruktur yang dimiliki serta digunakan oleh masjid. Selain melakukan
usaha pemenuhan kebutuhan dana lewat penggalian dana secara rutin, jika
dana dan aset masjid cukup banyak maka pengurus juga perlu melakukan
pengelolaan dan pengawasan keuangan masjid. Hal tersebut dilakukan agar
dana dan aset yang sudah didapatkan tidak mengalami kebocoran, hilang
tanpa kejelasan, penyalagunaan keuangan, kesalahan alokasi penggunaan
dana, maupun hal lain yang berpotensi mengurangi serta merugikan keuangan
masjid. Jika pengelolaan dan pengawasan keuangan berjalan seadanya, maka
penggalian dana yang sudah dilakukan secara maksimal akan sia-sia dan
berujung pada terhambatnya pembangunan, kegiatan masjid, serta
menurunkan kepercayaan jamaah atau masyarakat yang sudah memberikan
dananya kepada pengurus masjid.

Proses pengawasan atau pengendalian keuangan merupakan bagian dari
kajian manajemen keuangan.'® Proses pengawasan atau pengendalian
keuangan bisa diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan audit

keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal setidaknya menjamin

% Ibid., 57.
10 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi
Edukasi, 2012), 9-10.



bahwa seluruh mekanisme sistem dan prosedur yang ditetapkan terkait
pengelolaan keuangan dijalankan dan mencapai tujuannya. Sedangkan audit
keuangan sebagai sarana untuk menyatakan akuntabilitas lembaga dalam
pengelolaan keuangan. Sebagai kegiatan yang memastikan bahwa seluruh
proses sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan lembaga,
maka dilakukan audit internal. Untuk memberikan informasi yang relatif
lebih dipercaya bagi pihak eksternal (donatur, masyarakat, dan sebagainya)
maka audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).!! Hal
tersebut secara langsung akan berdampak pada peningkatan kepercayaan
donatur, jamaah dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid.
Sehingga tidak lagi ragu atau segan ketika memberikan bantuan dananya
dalam bentuk apapun kepada masjid di kemudian hari.

Senada dengan hal diatas, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yayuk
Nur Laeli 2017 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.'? Hal tersebut
semakin menguatkan signifikansi sistem pengendalian internal terhadap
keberlangsungan pengelolaan keuangan masjid.

Dalam prakteknya hal tersebut umumnya belum banyak dipahami dan
dijalankan oleh para pengelola atau pengurus masjid. Sebagaimana penelitian
yang telah dilakukan oleh Rini tahun 2018 ditemukan fakta bahwa dari

sampel 116 masjid di Jabodetabek hanya 27,59% masjid di Jabodetabek yang

1 Ibid., 10.
12 Yayuk Nur Laeli, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan masjid,
studi pada masjid di kota Semarang” (Skripsi--FE Universitas Negeri Semarang, 2017), 139-140.



menyusun laporan keuangan sesuai standar. Hanya sejumlah kecil masjid
(10,34%) yang telah diaudit untuk laporan keuangan mereka.'3

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rizqi Anfanni Fahmi tahun
2017 ditemukan fakta bahwa dari sampling 180 masjid di Yogyakarta baru
22,6% masjid yang melakukan audit internal secara rutin. Audit internal ini
pun masih sebatas pemeriksaan oleh ketua takmir dan baru berupa audit
keuangan. Selain audit internal, ada 3,8% masjid yang melakukan audit
eksternal (di luar pengurus) yang diperiksa oleh lembaga, instansi, maupun
yayasan yang menaunginya.'* Kemudian penelitian yang dilakukan oleh
Agusdiwana Suarni dan Sri Andayaningsi pada tahun 2018 ditemukan fakta
dari sampel masjid yang diteliti di Sulawesi Selatan telah memiliki laporan
pencatatan keuangan akuntansi yang sangat sederhana, dan belum ada standar
laporan yang mengatur sehingga audit internal dan eksternal belum ada.'’

Dalam studi manajemen, salah satu fungsi pengawasan adalah mengurangi
kerugian atau meminimumkan biaya. Oleh karena itu fungsi pengawasan
melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan akan
meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau organisasi.
Sebagai contoh lain pengawasan kepada tenaga kerja dari kasus korupsi.

Korupsi dapat berupa korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas perusahaan

13 Rini, “Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek” (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Vol. 6, No.2, Oktober, 2018), 109-126.

14 Rizqi Anfanni Fahmi, “Manajemen Keuangan masjid di kota Yogyakarta” (Al-Tijary: Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 1, 2017), 69-86.

15 Agusdiwana Suarni dan Sri Andayaningsi, “Manajemen Keuangan Masjid se Sulawesi Selatan
di Era Industri 4.0”, (jurnal Laa Maisyir Vol. 5, No. 2, Desember, 2018), 123-141.



untuk kepentingan pribadi, hingga korupsi berupa penggelapan dana. Fungsi
pengawasan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi tindak
korupsi.'®

Penelitian yang dilakukan oleh Auliana Yuwannita dan Nita Erika Ariani
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengendalian internal versi
COSO terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (fraud) pada Baitul
Qiradh anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Nanggroe Acech
Darussalam. Hal ini berarti pengendalian internal di setiap Baitul Qiradh telah
diterapkan dengan baik sehingga jauh dari adanya indikasi kecurangan pada
laporan keuangan (fraud)."” Hal tersebut menunjukkan keberadaan
pengendalian internal’keuangan mampu mencegah kecurangan dalam
pengelolaan keuangan.

Dalam praktek pengelolaan dana masjid kita bisa menyaksikan realitas
penyalahgunaan atau korupsi dana masjid yang secara jumlah tidak sedikit
dan dilakukan oleh pimpinan serta pengurus masjid. Hal tersebut sungguh
sangat disayangkan, mengingat dana masjid memiliki peran vital dalam
keberlangsungan kegiatan dan pengembangan masjid untuk kedepannya.
Seperti yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu dimana Penyidik Bareskrim

Polri telah memeriksa 25 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi

16 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Prenada Media,
2005), 320.

17 Auliana Yuwannita dan Nita Erika Ariani, “Analisis Hubungan Pengendalian Internal versi
COSO terhadap indikasi kecurangan Laporan Keuangan pada Baitul Qiradh anggota Pusat
Koperasi Syariah Nangroe Aceh Darussalam” (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.
1 No. 1, 2016), 199-209.



pembangunan Masjid Al-Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Masjid dua
lantai itu dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan dacrah (APBD)
2010-2011 sebesar Rp. 27 miliar.'® Selain itu ada juga Operasi Tangkap
Tangan (OTT) juga dilakukan oleh Kepolisian Mataram, Nusa Tenggara
Barat pada tahun 2018 lalu terhadap salah seorang pegawai Kementerian
Agama (Kemenag) Lombok Barat berinisial BA. OTT diduga terkait terkait
dana pembangunan masjid pascagempa.!” Menurut penulis realitas
penyalahgunaan atau korupsi dana masjid tersebut bisa terus meningkat jika
sistem pengawasan atau pengendalian keuangan masjid tidak kuat atau ala
kadarnya. Setiap kewenangan formal yang dimiliki pengurus masjid memang
idealnya harus diawasi atau dikendalikan agar tidak memunculkan
penyalahgunaan maupun praktek korupsi dan sejenisnya.

Di tengah realitas minimnya penerapan pengawasan atau pengendalian
keuangan oleh lembaga masjid beserta dampak permasalahannya, ada
keunikan yang penulis temukan di salah satu masjid di Surabaya yakni Masjid
Al Falah. Masjid Al Falah adalah salah satu masjid ikonik di kota Surabaya
yang sudah sangat terkenal karena sejarah dan berbagai prestasinya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, masjid ini memiliki

beberapa keunggulan dalam hal manajemen keuangan masjid. Indikasi awal

'8 Tempo.co, “Dugaan Korupsi Masjid Al-Fauz, 25 Saksi Diperiksa”, dalam

https://nasional.tempo.co/read/843548/dugaan-korupsi-masjid-al-fauz-25-saksi-diperiksa, (9 April
2019), 1.

9 Tim detikcom, “PNS Kemenag Kena OTT Dana Bangun Masjid Pascagempa NTB”, dalam
https://news.detik.com/berita/438547 1/pns-kemenag-kena-ott-dana-bangun-masjid-pascagempa-
ntb, (9 April 2019), 1.
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yang bisa dilihat adalah sudah ada penelitian sebelumnya terkait manajemen
keuangan yang ada di Masjid Al Falah?®, khususnya terkait dengan laporan
keuangan yayasan yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 452! Dari penelitian tersebut akhirnya kita bisa
mengetahui secara umum proses manajemen keuangan dan pelaporan
keuangan yang dilakukan oleh pengurus Yayaysan Masjid Al Falah Surabaya.

Penulis juga sempat melakukan wawancara dengan ketua Yayasan Masjid
Al Falah Surabaya bapak Drs. Ec. H. Machfud Effendi, Ak. beliau
menjelaskan bahwa di Yayasan Al Falah sudah ada mekanisme penyusunan
atau perencanaan anggaran keuangan. Ada juga schedule penyusunan
anggaran di tiap lembaga, schedule audit keuangan, dan sebagainya. Sehingga
tiap lembaga dibawah Yayasan punya batas waktu penyusunan anggaran yang
akan diajukan ke Yayasan Masjid Al Falah.?? Hal tersebut menunjukkan
bahwa di Yayasan Masjid Al Falah sudah memiliki prosedur terkait anggaran
keuangan dan proses pelaporan keuangan sebagai bagian dari Sistem
Pengendalian Internal (SPI).

Menurut Pak Machfud, untuk biaya operasional rutin, bayar gaji, bayar
listrik, dan sebagainya dana harus tersedia, karena sekali keluar bisa sekian

milyar, jadi harus benar-benar diestimasi. Pegawai dari Al Falah saja kurang

20 Faizah Fajrina Firdaus, “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Falah Surabaya
terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (Skripsi--Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016), vii.

2! Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono, “Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan
Masjid Al Falah” (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 tahun 2013), 1-17.

22 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 4 Maret 2019.
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lebih 500 secara keseluruhan yang terdiri atas wustadh, ustadhah, pegawai,
security, pengurus, dokter poliklinik, guru itu yang digaji tiap bulan. Angka
dana yang dikelola sudah milyaran.?3 Hal tersebut yang menjadikan Yayasan
Masjid Al Falah Surabaya melakukan upaya pengendalian dan pengawasan
keuangan sedemikian rupa dalam rangka menjaga amanah umat.

Data di atas, memberikan gambaran awal bagi penulis bahwa Masjid Al
Falah Surabaya telah menjalankan fungsi manajemen keuangan yang cukup
baik dalam pengelolaannya, khususnya ada indikasi penerapan pengawasan
keuangan dalam bentuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Audit
Keuangan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui proses
berjalannya sistem pengendalian internal dan audit keuangan Yayasan Masjid
Al Falah Surabaya. Realitas proses berjalannya sistem pengendalian internal
dan audit keuangan tersebut akan didekati dengan beberapa teori terkait

manajemen keuangan khususnya untuk yayasan dan lembaga nirlaba.

23 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 4 Maret 2019.



12

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan sebagai berikut:

1.

Lemahnya manajemen masjid berpotensi memunculkan stagnasi dan
kemunduran dalam pengelolaan sumber daya, kegiatan, dan aset yang
dimiliki masjid.

Lemahnya manajemen keuangan masjid berakibat pada terhambatnya
perkembangan masjid secara sistemik di berbagai bidangnya. Dana
masjid yang dimiliki tanpa pengelolaan keuangan yang matang hanya
akan menyia-nyiakan proses penggalian dana yang sudah dilakukan oleh
pengurus masjid.

Proses pelaporan keuangan masjid sebagian besar dilakukan dengan
metode yang sederhana dan belum memenuhi standart pelaporan
keuangan.

Lemahnya pengendalian keuangan masjid juga memunculkan kerawanan
dalam aspek keuangan yang menjadikan keuangan masjid tidak bisa
diawasi, diaudit dan dilakukan pencegahan kebocoran. Akibatnya potensi
korupsi, hilangnya asset masjid, kerugian akibat resiko investasi yang
salah sangat besar.

Minimnya penerapan Audit keuangan masjid karena aspek kemampuan

dan kesadaran dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan
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masjid sebagai amanah dari jamaah untuk keberlangsungan program,

serta pembangunan masjid secara berkelanjutan.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, tidak semua permasalahan yang
ada akan diteliti. Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya pembatasan
masalah agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini akan
dibatasi pada permasalahan pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh
lembaga masjid sebagaimana pada point 4 dan 5, diatas. Dalam hal ini penulis
mengambil studi kasus pada pengurus Masjid Al Falah Surabaya yang telah
menerapkan manajemen keuangan masjid khususnya pada penerapan sistem
pengendalian internal dan audit keuangan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya. Alasan pemilihannya dikarenakan selama ini di Yayasan Masjid Al
Falah belum pernah diteliti, penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada
proses manajemen keuangan masjid secara umum atau dalam manajemen
keuangan terkait fundrising (penggalian dana) masjid, akuntabilitas, dan
laporan keuangan masjid, belum banyak penelitian tentang sistem
pengendalian internal dan audit keuangan di sebuah lembaga dakwah maupun
lembaga masjid padahal hal tersebut sangat penting khususnya bagi lembaga
masjid yang memiliki aktiva maupun asset dalam jumlah besar. Selain itu,
hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan akan referensi
penerapan sistem pengendalian internal dan audit keuangan lembaga masjid

yang terbilang langka di Indonesia.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini terdiri atas:
1. Bagaimana sistem pengendalian internal dan audit keuangan pada
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit keuangan

pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya ?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan sistem pengendalian internal dan audit keuangan pada
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit

keuangan pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoretis
Penerapan manajemen keuangan khususnya Sistem Pengendalian
Internal dan Audit Keuangan masjid dalam bidang manajemen masjid
belum banyak dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangsih pengembangan varian konsep dan penerapan manajemen

masjid khususnya Sistem Pengendalian Internal dan Audit Keuangan
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masjid hingga semakin memperkaya khazanah ilmu dalam pengelolaan
lembaga dakwah.
2. Secara Praksis

a. Bagi Penulis
Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyelami
konsep dan penerapan manajemen keuangan masjid khususnya Sistem
Pengendalian Internal dan Audit Keuangan masjid secara
komprehensif.

b. Bagi Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
Memberikan masukan/saran dalam proses pelaksanaan dan
pengembangan manajemen keuangan khususnya Sistem Pengendalian
Internal dan Audit Keuangan Masjid Al Falah Surabaya berdasarkan
teori dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca
Memberikan ide atau inspirasi dalam penulisan maupun penerapan
manajemen keuangan masjid khususnya dalam aspek Sistem

Pengendalian Internal dan Audit Keuangan masjid.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Pertama, skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal
pada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pondok Pesantren Universitas Islam

Indonesia (Studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia)” oleh
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Muhammad Hammam Pratama. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem
penerimaan dan pengeluaran kas Pondok Pesantren Universitas Islam telah
sesuai dengan standar prosedur yang di tetapkan oleh Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Pemisahan
tugas dan fungsi dalam wewenang dalam prosedur pondok pesantren sudah
sangat jelas. Pondok Pesantren UIl dalam menanggulangi kendala-kendala
yang ada memberlakukan sistem punishment kepada pengurus serta santri.?*
Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada aspek penerapan Sistem
Pengendalian Internal (SPI) lembaga dakwah. Sedangkan perbedaannya
terletak pada aspek lembaga dakwah yang diteliti.

Kedua, jurnal yang berjudul “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan
Syariah” oleh Syamsul Hadi. Hasilnya menunjukkan bahwa audit Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) tidak banyak berbeda dengan audit bukan LKS.
Perbedaan terletak pada adanya tambahan obyek audit yang berhubungan
dengan syariah. Audit dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat
menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai
standar yang ada yakni Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan
Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions

(AAOIFI) secara bersamaan.” Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada

24 Muhammad Hammam Pratama, “Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, studi pada Pondok Pesantren
Universitas Islam Indonesia” (Skripsi--Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2018), xvii.

25 Syamsul Hadi, “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah” (Jurnal Az Zarqa’ Vol. 9
No. 2 tahun 2017), 169-181.



17

aspek penerapan Audit Keuangan lembaga. Sedangkan perbedaannya terletak
pada aspek lembaga yang diteliti.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Amanah sebagai konsep Pengendalian
Internal pada pelaporan keuangan masjid, studi kasus pada masjid di
lingkungan Universitas  Diponegoro” oleh Capridiea Zoelisty, dan
Adityawarman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amanah adalah sikap
yang sangat penting bagi konsep pengendalian internal dalam penelitian ini.
Pengelolaan dana menggunakan sikap amanah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pribadi dengan Allah SWT sehingga walaupun masjid
belum menggunakan sistem pengendalian secara formal dan pengawasan
yang rutin, seorang pengelola mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Pengendalian internal pada masjid harus tetap dilakukan, mengingat dana
masjid berasal dari berbagai sumber.? Penelitian tersebut memiliki kesamaan
pada aspek penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lewat sikap
amanah. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek lembaga dakwah yang
diteliti.

Sedangkan penelitian terdahulu yang mengkaji masjid Al Falah Surabaya
berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan belum ada yang membahas
Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun audit keuangan masjid, tapi
untuk pembahasan terkait manajemen keuangan masjid Al Falah Surabaya

diantaranya adalah:

26 Capridiea Zoelisty, dan Adityawarman, “Amanah sebagai konsep Pengendalian Internal pada
pelaporan keuangan masjid, studi kasus pada masjid di lingkungan Universitas Diponegoro”
(Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 No. 3 tahun 2014), 1-12.
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Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan
Masjid Al Falah Surabaya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”,
oleh Faizah Fajrina Firdaus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
pengelolaan keuangan masjid Al Falah ditangani oleh pengelola keuangan
yang bertugas mencatat, mengumpulkan, dan menyalurkan uang yang
tersimpan di kas masjid Al Falah, sedangkan proses perencanaan dan
pelaksanaan keuangan dilakukan oleh masing-masing lembaga yang berada di
Masjid Al Falah Surabaya. Kemudian dalam proses pelaporan keuangan
dicatat dengan baik sesuai dengan PSAK No.45. Berbagai kegiatan
pengelolaan keuangan tersebut telah mencakup tahapan-tahapan dalam
strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi.
Dalam pelaksanaan keuangan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tiga
model pendekatan pemberdayaan ekonomi serta beberapa kegiatan tersebut
memenuhi indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu Authority,
Confidence and Competence, Trust, Opportunity, Responsible, Support,
Benevolence, Recognition, dan Independence.?’ Penelitian tersebut memiliki
kesamaan pada aspek lembaga yang diteliti. Sedangkan perbedaannya terletak
pada aspek obyek yang diteliti dalam hal ini strategi pengelolaan keuangan

lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

27 Faizah Fajrina Firdaus, “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Falah Surabaya
terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (Skripsi--Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016), vii.
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Kedua, jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada
Yayasan Masjid Al Falah”, oleh Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Yayasan telah menyusun laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45; (2) Gambar struktur
organisasi belum disusun; (3) Aset bersih yayasan tidak diklasifikasikan
kedalam tiga bagian yaitu aset bersih tidak terikat, terikat temporer, dan
terikat permanen; (4) Kerugian piutang tak tertagih diakui secara langsung;
(5) Laporan aktivitas telah diklasifikasikan sesuai dengan pembatasannya
yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen yang sesuai dengan
laporan aktivitas bentuk B pada PSAK No. 45; (6) Laporan arus kas telah
disusun sesuai dengan PSAK No. 45 dengan mengambil bentuk metode
langsung pada penyusunannya; (7) Catatan atas laporan keuangan yang
disusun Yayasan Masjid Al Falah terdapat beberapa perbedaan yaitu, yayasan
tidak mencatatkan penerimaan hibah atau wakaf yang telah diterima.?8
Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada aspek lembaga yang diteliti.
Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek obyek yang diteliti dalam hal

ini penerapan laporan keuangan masjid yang berpijak pada PSAK nomer 45.

28 Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono, Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan
Masjid Al Falah, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 tahun 2013), 1-17.
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G. Metode Penelitian

1.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya,
penulis nantinya akan mengeksplorasi fakta manajemen keuangan di
lapangan terkait dengan proses perumusan, penerapan Sistem
Pengendalian Internal (SPI) serta Audit Keuangan yang sudah dilakukan
pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Alasannya yang pertama
penelitian kualitatif secara perolehan akan lebih mendalam sebagaimana
adanya data yang ada di lapangan. Kedua, pendekatan ini mampu
memberikan peluang bagi penulis untuk mengungkapkan kronologi
peristiwa, menilai dan memberikan ekplanasi atas hubungan-hubungan
kausalitas di antara berbagai data dan mengungkap lebih mendalam
mengenai latar belakang hubungan-hubungan tersebut. Ketiga,
pendekatan ini mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan

penulis.

Data yang dikumpulkan

Sumber data dalam penelitian disesuai dengan fokus dan tujuan
penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-
kualitatif maka sumber data primer yang berupa people akan disebut
informan. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber daya yang

digunakan, yaitu:
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Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dan diperoleh secara

langsung dalam pengumpulan data penelitian. Informan yang dipilih

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara

mendalam pada proses manajemen keuangan khususnya dalam

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Audit Keuangan di Masjid

Al Falah Surabaya, dalam hal ini antara lain:

1)

2)

3)

4)

Komite Audit selaku perwakilan dari dewan pengawas Yayasan
Masjid Al Falah dalam hal ini Ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam,
MM.

Ketua Pengurus selaku pelaksana seluruh program dan kegiatan
Yayasan Masjid Al Falah dalam hal ini Bapak Drs. Ec. Machfud
Arief Efendi, Ak.

Satuan Pengawas Internal (SPI) selaku pengurus yang
membantu dalam mengawasi serta mengendalikan lembaga-
lembaga Yayasan Masjid Al Falah dalam hal ini Bapak
Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA.

Bagian Laporan Keuangan Gabungan selaku pengurus yang
membantu dalam menata, mengendalikan, dan menghimpun
laporan keuangan lembaga-lembaga Yayasan Masjid Al Falah

dalam hal ini Ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE., MAk.
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b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan

menambahkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber

data sekunder yang digunakan antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Salinan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
nomer C-HT.01.09-108.

Buku berjudul 35 tahun Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.
Salinan Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al Falah tahun
2016-2017.

Salinan Laporan Auditor Independen Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya tahun 2016-2017 nomer R.04-GA/YMAF/XI/18.

Situs resmi Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

Sosial media resmi dari masjid Al Falah Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang tidak

diperoleh dengan wawancara, tetapi hanya diperoleh dengan cara

melakukan penelusuran data dengan menelaah dokumen resmi,

buku, situs resmi, media sosial resmi, dokumen pribadi dan sumber

lain yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.
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Proses penelusuran dokumentasi dilakukan sebelum, pada saat
maupun setelah proses wawancara. Penelusuran dokumentasi
dilaksanakan mulai tanggal 15 April sampai dengan 24 Mei 2019.
Dokumen resmi penulis dapatkan atas izin dari pengurus dan

pengawas Yayasan Masjid Al Falah dalam bentuk salinan.

Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data wawancara serta
dokumen. Observasi dilakukan melalui pengamatan kegiatan dan
aktifitas masjid khususnya menyangkut pengendalian internal dan
audit keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Proses observasi

dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 31 Mei 2019.

Wawancara

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan wawancara
mendalam (in depth interview) kepada informan-informan yang telah
ditentukan di atas. Proses wawancara dilakukan pada:

1) Senin, tanggal 20 Mei 2019 dengan informan ketua pengurus
Bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak. bertempat di ruang
pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

2) Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dengan informan koordinator

Satuan Pengawas Internal (SPI) Bapak Muhammad Arsyad, SE.,
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Ak., CA. bertempat di ruang pengawas Yayasan Masjid Al
Falah Surabaya.

3) Kamis, tanggal 23 Mei 2019 dengan informan Komite Audit Ibu
Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. bertempat di ruang rapat
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

4) Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dengan informan bagian Laporan
Keuangan Internal Gabungan Ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE.,
MAk. Bertempat di ruang rapat Yayasan Masjid Al Falah

Surabaya.

4. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian deskriptif-kualitatif instrumen penelitian yang utama
adalah penulis sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas
mungkin akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana,
yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data

yang lebih luas, dan melengkapi data hasil observasi secara langsung.

5. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data disesuaikan dengan desain penelitian kualitatif

mengikuti konsep yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dan
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Spradley?® yaitu dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan data
Dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi, data tersebut dicatat dalam catatan
lapangan.

b. Reduksi data
Reduksi data adalah proses dimana penulis melakukan pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar dari catatan tertulis di lapangan. Cara
mereduksi data dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau
uraian singkat, menggolong-golongkan kedalam pola-pola dengan
membuat transkrip penelitian, mempertegas, memperpadu, membuat
focus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur data agar
dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian data
Setelah data direduksi, proses selanjutnya adalah penyajian data.
Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi

ke dalam suatu penjabaran yang mudah dipahami.

2% Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), 15.
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d. Penarikan kesimpulan
Setelah proses penyajian data, tahap selanjutnya yaitu penarikan
kesimpulan. Proses penarikan kesimpuan dengan penginterpretasian
penulis, yakni penggambaran makna dari data yang ditampilkan.
Disini penulis berusaha untuk mencari makna dari data yang
dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa dan kemudian
menarik kesimpulan. Dalam proses penyampaian dibutuhkan
pertimbangan yang kuat, hal ini dilakukan agar penulis dalam

menyampaikan atau menafsirkan data tidak salah.

6. Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibiltasi akan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

a. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan dilakukan karena data yang telah
didapatkan masih terdapat kekurangan dan perlu untuk diperdalam
lagi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan perpanjangan
pengamatan hingga tanggal 31 Mei 2019.

b. Triangulasi
Triangulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan
antara keterangan dari informan satu dengan informan lain, informan
dengan pertanyaan yang diberikan dalam berbagai keadaan, maupun

keterangan informan dengan dokumen yang sudah dikumpulkan
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serta hasil observasi. Proses triangulasi data dilakukan penulis pada

bab analisis data.

H. Kerangka Teoretik
1. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba

Lembaga masjid merupakan salah satu bentuk lembaga “nirlaba”
yang bergerak di bidang keagamaan. Sebagaimana definisi dari lembaga
nirlaba, lembaga nirlaba senantiasa dicirikan dengan satu atau lebih
sumber dana. Pertama bisa berasal dari pendiri, donatur rutin maupun
insidentil. Kedua, lembaga bisa memiliki sumber dana lain, misal dari
iuran anggota. Ketiga sumber dana komersial dimungkinkan baik
langsung maupun tidak langsung.’® Dalam prakteknya lembaga masjid
secara pendanaan lebih banyak dari para donatur, maupun jamaah berupa
infaq, shodaqoh, maupun zakat. Sehingga nantinya manajemen keuangan
masjid masuk dalam kategori manajemen keuangan lembaga nirlaba.

Sebagaimana fungsi dalam manajemen secara umum, manajemen
keuangan  meliputi  perencanaan  (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (implementing), pengendalian (controlling),
dan pengawasan (monitoring) sumber-sumber daya keuangan (financial

resources) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya

30 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi
Edukasi, 2012), 3.
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(objectives).?! Menurut Nainggolan, terjemahan praktis dari pengelolaan

keuangan adalah:

a. Penyusunan anggaran sebagai wujud dari kegiatan perencanaan.

b. Arus kas masuk dari pendapatan serta arus kas keluar dari
pengeluaran diadministrasikan dan dilaporkan.

c. Audit dan evaluasi serta analisa atas kinerja keuangan lembaga
dilakukan sebagai perwujudan dari aspek evaluasi.

Sedangkan kajian manajemen keuangan lembaga nirlaba menurut
Pahala Nainggolan dimulai dari pendapatan, kemudian arus keuangan
dan biaya, akuntansi dan informasi keuangan, pengelolaan kas masuk dan
keluar, pengelolaan harta, pengelolaan investasi, anggaran keuangan
(budget), perpajakan, pengendalian internal, serta audit keuangan
lembaga.®3

Manajemen keuangan lembaga nirlaba diatas juga berlaku pada
lembaga masjid, khususnya masjid yang telah memiliki dana dan aset
yang besar. Ketika kita lebih khusus membahas manajemen keuangan
masjid, maka kita akan melihat bahwa manajemen keuangan masjid
merupakan salah satu bagian dari materi pokok dalam pengembangan

manajemen masjid.**

31 Terry Lewis, Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic
Right, Taking the Fear Out Finance, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), 3.

32 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 11.

33 Ibid., 9-10.

34 Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), 64.
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Dalam penelitian ini, fokus kajian teoretik lebih kepada sistem
pengendalian internal dan audit keuangan khususnya untuk lembaga
nirlaba. Sehingga penulis akan lebih dalam pada aspek sistem
pengendalian internal dan audit keuangan sebagaimana rumusan masalah
dan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan kerangka teori manajemen keuangan Pahala
Nainggolan dan Indra Bastian, sistem pengendalian internal nantinya
meliputi proses pembuatan sistem pengendalian internal, dan proses
penerapan sistem pengendalian internal.’> Sedangkan audit keuangan
nantinya meliputi proses perencanaan audit keuangan, proses kerja

lapangan audit keuangan, dan proses pelaporan audit keuangan.>¢

35 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 126.
36 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. .., 216-217.
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KONSEP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DAN

AUDIT KEUANGAN

A. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari proses pengendalian
keuangan sebuah lembaga termasuk dalam hal ini lembaga masjid. Secara
pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu sistem
pengendalian, pemeriksaan, dan penyeimbangan (controls, checks, and
balances) dilakukan untuk menjaga aset-aset lembaga dan mengelola resiko-
resiko internal.! Sedangkan menurut Bastian, sistem pengendalian keuangan
adalah serangkaian prosedur yang melindungi praktek manajemen secara
umum maupun keuangan.’

Tujuan dari Pengendalian Internal adalah untuk mencegah pencurian atau
penyelewengan, serta untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dalam
pencatatan akuntansi. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif
juga melindungi staf-staf yang terlibat dalam tugas-tugas pengelolaan

keuangan.?

! Terry Lewis, Practical Financial Management for NGOs..., 19.
2 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik (Jakarta: Erlangga, 2007), 112.
3 Terry Lewis, Practical Financial Management for NGOs...., 19.
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Sedangkan menurut Bastian, proses pengendalian keuangan bertujuan agar
Informasi keuangan reliabel (dapat dipercaya) sehingga pengelola dapat
memperoleh informasi yang akurat untuk perencanaan program dan
keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri,
disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, Kebijakan-kebijakan yayasan
diikuti, dan Peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.*

Untuk dapat mencapai tujuannya, maka pengendalian internal memerlukan
beberapa kondisi atau unsur pokok yang harus tersedia. Unsur-unsur utama
yang membentuk adalah:?

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang baik akan menunjang praktek-praktek
keuangan yang sehat, begitu pula sebaliknya. Jika lingkungan
pengendalian tidak baik maka akan tercermin dalam sikap dan tindakan
sehari-hari terhadap pengendalian intern.

2. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan formulir-formulir
yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Sistem
akuntansi disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah standar
akuntansi. Untuk itu sistem akuntansi harapannya menjadi panduan bagi
siapapun yang ditugaskan memproses transaksi menjadi informasi

akuntansi.

4 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik..., 112.
3> Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 123-126.



32

3. Prosedur Pengendalian
Pengendalian keuangan yang kuat merupakan gabungan dari sikap
pengelolaan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi. Sikap
pengelolaan yang peduli terhadap pengendalian internal dikatakan
sebagai lingkungan yang baik. Demikian juga sistem yang didesain
dengan kombinasi CAM (Cepat, Aman, Murah) yang sesuai.

Prosedur merupakan panduan bagi setiap pelaksana di lapangan. Prosedur
yang mendukung pengendalian internal perlu memenuhi salah satu atau
beberapa kondisi dibawah ini:®

1. Pemisahan Tugas
2. Otorisasi
3. Perancangan dan Penggunaan Dokumen yang memadai

4. Pengendalian secara fisik atas aset lembaga

9,

Pengecekan pihak yang Independen

Ketika merancang prosedur dalam sistem akuntansi, maka perlu
diperhatikan area-area yang memerlukan perhatian lebih. Dengan kata lain,
prosedur tidak boleh diciptakan sama terhadap seluruh kegiatan. Terdapat
beberapa kegiatan yang rawan terhadap kesalahan dan penyimpangan.
Demikian juga beberapa kegiatan sangat jarang terjadi, sehingga tidak

diperlukan kontrol khusus. Berikut adalah beberapa prosedur pengendalian

6 Ibid., 126.
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yang dibangun dengan memperhatikan area serta tujuan dari pengendalian

atas area tersebut;’

1. Penerimaan Kas
Area penerimaan kas mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait sejak dari

penerimaan hingga pencatatan/penyimpanannya.

2. Pengeluaran Kas
Kegiatan-kegiatan yang berada dalam area pengeluaran kas dimulai dari
pengajuan pembayaran beserta dokumen permintaan pembayaran.
Kemudian permintaan ini diproses dengan menyertakan kelengkapan
administratif dan persetujuan dari yang berwenang. Buku cek perlu
diawasi penyimpanannya. Sehingga proses penyimpanan perlu

diperhatikan untuk menghindari penyalahgunaan.

3. Penggajian
Penggajian merupakan kegiatan yang tergolong sebagai pengeluaran
lembaga. Penggajian dimulai dari penyiapan daftar penerima gaji atau

honor setiap bulan, pemberian gaji, hingga pencatatan penggajian.

7 1bid,. 127-133
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4. Sumbangan/Hibah/Penerimaan lain

Secara umum, pengendalian atau penerimaan sumbangan ini cenderung
mengarah kepada pemastian bahwa seluruh sumbangan sudah diterima
dan diadministrasikan dengan benar. Sumbangan harus dicatat baik itu
berupa uang maupun barang.

Bagi lembaga yang memperoleh pendapatannya dalam bentuk hibah dari
lembaga donor yang berasal dari proposal kegiatan yang dikirimkan,
perlu  dimonitor perkembangannya. Lembaga donor senantiasa

mensyaratkan laporan berkala baik kegiatan maupun realisasi keuangan.

5. Aktiva Tetap
Termasuk dalam pengertian aktiva tetap lembaga adalah setiap benda
yang dibeli/dihibahkan, digunakan oleh lembaga untuk kegiatannya serta
dapat digunakan lebih dari satu tahun buku. Setiap pembelian aktiva tetap
perlu dipastikan bahwa barang tersebut digunakan untuk kepentingan

lembaga dan dipelihara dengan semestinya.

6. Biaya dan Anggaran
Biaya dan pengeluaran lembaga dilakukan berdasarkan anggaran
ditetapkan pada awal tahun. Oleh karena itu perlu dikendalikan jenis
maupun besaran biaya. Staff yang memiliki otoritas dalam lembaga

mengendalikan pengeluaran dengan menggunakan anggaran sebagai
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acuan. Otorisasi staff yang berwenang diperlukan karena persetujuan
yang diberikan memberikan dampak bagi program dan lembaga.

Biaya yang dikeluarkan harus jelas kegunaannya dan periode waktunya.
Kelengkapan dokumen dari setiap usulan pengeluaran perlu diperhatikan.
Kewajaran akan harga atau biaya yang dikeluarkan dapat diperoleh
dengan serangkaian prosedur tambahan. Perlu adanya penelaahan secara
berkala atas anggaran dan realisasi serta tindak lanjut atau koreksi yang

perlu dilakukan.

B. Sistem Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan bagian dari proses pengendalian keuangan
sebuah lembaga termasuk dalam hal ini lembaga masjid. Audit atau
pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang
dihasilkan lembaga. Untuk itu audit perlu dilakukan pihak yang independen
dan memiliki keahlian.® Jika sistem pengendalian internal berbicara tentang
serangkaian prosedur pengendalian manajemen dan keuangan, maka audit
keuangan berbicara tentang proses pemeriksaan dan pengecekan berjalannya
prosedur pengendalian keuangan.

Auditor dituntut untuk memiliki keahlian atau kompetensi. Dia harus
paham tentang prosedur serta proses sistem yang ideal yang dapat

meminimalkan resiko. Dengan demikian auditor dituntut untuk memiliki

8 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 111.
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pengetahuan tentang kontrol yang ideal. Disamping itu dia juga harus
memahami prosedur yang dilakukan lembaga.’
1. Audit Eksternal
Auditor Eksternal di Indonesia dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP). Secara singkat, mereka menjalankan fungsi pengujian terhadap
informasi yang disajikan oleh pengurus lembaga. Informasi yang
diberikan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Auditor eksternal
melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang disajikan oleh
pihak lembaga menyangkut:'°
a. Akurasi data
b. Tata cara penyajian dan penetapan nilai
c. Substansi dari transaksi yang dilaporkan

d. Ketaatan terhadap aturan internal dan eksternal

2. Pendapat Auditor Eksternal'!
a. Wajar tanpa pengecualian (WTP)
Artinya meskipun ada kesalahan-kesalahan, namun laporan
keuangan dianggap wajar. Pengertian wajar disini adalah kesalahan
tersebut tidak material (tidak menyesatkan kesimpulan pembaca)

sehingga keseluruhan informasi dapat diandalkan.

? Ibid, 111.
10 Ibid, 111-112.
1 Ibid., 112-113.
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b. Wajar dengan pengecualian (WDP)
Artinya ada satu atau lebih rekening atau perkiraan yang
mengandung ketidakpastian. Untuk itu, mereka berpendapat bahwa
kecuali rekening tersebut, laporan keuangan sudah mencerminkan

informasi yang dapat diandalkan.

c. Tidak beropini (disclaimer)
Artinya ketika pengendalian internal buruk, dokumen pendukung
tidak dapat diperoleh dan ditemukan. Hal ini berarti auditor tidak
dapat meyakini informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

lembaga karena tidak tersedia dukungan dokumen yang memadai.

3. Audit Internal'?
Bila sumber daya masih memungkinkan maka perangkat audit internal
dapat dibentuk oleh lembaga nirlaba. Hal ini dikatakan demikian karena
auditor internal merupakan fungsi yang independen dalam lembaga.
Artinya meskipun fungsinya untuk memastika keandalan informasi
kuangan, namun tidak boleh melakukan pembuatan informasi keuangan.
Auditor internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur
ditaati dan dijalankan oleh seluruh unit dalam lembaga. Untuk itu auditor

internal tidak bertanggungjawab ke kepala bagian keuangan, melainkan

12 Ibid., 115-116.
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langsung kepada pengelola atau pengurus, karena merupakan
kepanjangan tangan pengurus lembaga. Untuk memastikan bahwa

peraturan lembaga sudah dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.

4. Prosedur Audit
Terdapat empat jenis prosedur audit, yakni inspeksi, observasi,
penyelidikan, dan konfirmasi. Prosedur audit bukanlah suatu peristiwa,
tetapi merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa
kemudian. '3
Auditor harus mengungkapkan peristiwa kemudian yang mendukung
setiap asersi atas seluruh komponen laporan keuangan yang bersifat
material. Asersi merupakan representasi pihak pengelola yang terdapat
dalam laporan keuangan, yang meliputi pernyataan mengenai posisi
keuangan dan kegiatan operasi yayasan. Asersi dapat dikategorikan
dalam Eksistensi; Kelengkapan; Hak dan Kewajiban; Penilaian atau
Alokasi; Penyajian dan Pengungkapan.'4
Dalam beberapa audit, tahap audit dapat dikategorikan sebagai
perencanaan, pekerjaan lapangan, dan pelaporan hasil audit.

a. Perencanaan Audit!’

13 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik..., 209.
14 1bid., 210.
15 Ibid., 216-217
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Survei pendahuluan harus dilakukan dalam pembuatan perencanaan
audit, karena survei tersebut menyediakan informasi mengenai
metode dan sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja serta
mengelola operasional dan keuangan organisasi.

Tahap perencanaan audit harus menjabarkan program audit yang
mencakup informasi pendahuluan, tujuan audit, luas pekerejaan,
metode audit, penjelasan mengenai pola khusus yang digunakan
organisasi yang diaudit, format umum laporan audit. Langkah yang
dianjurkan dalam program audit tidak boleh menggunakan prosedur

cheklist.

b. Pekerjaan Lapangan (komponen audit)'®

Dengan program audit kepatuhan, pekerjaan lapangan audit kinerja
yang dilaksanakan dapat dimulai. GFOA menjelaskan bahwa
komponen audit kinerja adalah:

1) Identifikasi lingkungan manajemen

2) Perencanaan dan penetapan tujuan

3) Struktur organisasi

4) Kebijakan dan pelaksanaan

5) Sistem dan prosedur

6) Pengendalian dan metode pengendalian

16 1bid., 217-222
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7) Sumber daya manusia dan lingkungan fisik
8) Penempatan karyawan
9) Analisis fiskal (keuangan)

10) Investigasi masalah khusus

Pelaporan Audit

Tahap terakhir dalam surat penugasan audit adalah pelaporan
berbagai temuan. Tahap ini sangat penting dan menentukan dalam
mencapai hasil audit yang memuaskan. Pada dasarnya, auditor perlu
mengungkapkan setiap temuan yang signifikan bagi keperluan
pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan dalam

laporan hasil pemeriksaan/audit yang menjadi tanggung jawabnya.'”

17 1bid., 211.



BAB III

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT

KEUANGAN PADA YAYASAN MASJID AL FALAH SURABAYA

A. Profil Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
Masjid Al Falah Surabaya ini berlokasi di Jalan Raya Darmo 137/A atau
terletak di atas tanah Taman Mayangkara bagian timur. Tapak Masjid Al
Falah hampir dipenuhi oleh bangunan masjid yang monolit, sehingga Jalan

Citarum yang berada di depannya praktis menjadi halamannya.'

Masjid ini diresmikan pada tanggal 27 September 1973 M, bertepatan
dengan tanggal 1 Ramadan 1393 H. Ditandai dengan dilakukannya salat
tarawih yang pertama dan keesokan harinya dilakukan salat jum’at yang

pertama dengan khatib dan imam Prof. K.H. M. Syafi’i Abdulkarim.?

Sejarah berdirinya Masjid Al-Falah tidak terlepas dari peran Yayasan
Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (YPTDI).® Lokasi yang akan dibangun

sebuah masjid itu adalah sebidang tanah kosong di depan kantor Kotamadya

! Zein M. Wiryoprawiro, Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur (Surabaya: PT Bina
Ilmu Offset, 1986), 300.

2 Tim Yayasan Masjid Al-Falah, Kenangan Masjid Al-Falah (Surabaya: Yayasan Masjid Al Falah,
1977), 13.

3 YPTDI adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang da’wah pembangunan. YPTDI Jawa
Timur didirikan pada tanggal 2 Juni 1966 dengan dilantiknya pengurus pertama oleh YPTDI Pusat
di Gedung Grahadi Jalan Pemuda No. 7 Surabaya. Bapak Jenderal Sarbini sebagai Ketua Umum
dan Bapak Letnan Jenderal Soedirman sebagai Ketua Harian.
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Surabaya. Akan tetapi, tanah tersebut jatuh ke tangan Kristen dan sekarang

berdiri sebuah Gereja Maranata.*

Saat ini Yayasan Masjid Al Falah Surabaya sudah berkembang menjadi
lembaga yang besar dengan berbagai unit-unit lembaga dibawah yayasan,
antara lain Takmir Masjid, Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF)°, Lembaga
Kursus Alquran Al Falah (LKF)®, Poliklinik, Lembaga Wakaf, Toko dan

Koperasi.

Selain itu Yayasan Masjid Al Falah Surabaya juga memiliki beberapa
layanan unggulan’ antara lain Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah
(BKSF), Bagian Zakat Infak Shadaqoh Dan Wakaf (ZISWAF), Muhtadin,

Poli Gigi, Poliklinik, Penyelenggaraan Pernikahan, Perwatan Jenazah.

Dalam Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya pada tahun
2017 yang lalu telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomer 45 (PSAK 45) tentang pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).® Laporan Keuangan disusun berdasarkan

basis kesinambungan dan biaya historis. Laporan Keuangan juga disusun

4 Tim Yayasan Masjid Al-Falah, Kenangan Masjid Al-Falah, 13.

> Tim Yayasan Masjid Al-Falah, “Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya (LPF)”, dalam
www.masjidalfalah.or.id (3 Desember 2018 pukul 15.00).

® Tim Yayasan Masjid Al-Falah , “Lembaga Kursus Al Quran Al Falah Surabaya (LKF)”, dalam
www.masjidalfalah.or.id (3 Desember 2018 pukul 15.00).

7 Tim Yayasan Masjid Al-Falah, “Layanan Unggulan Yayaysan Masjid Al Falah Surabaya”, dalam
www.masjidalfalah.or.id (3 Desember 2018 pukul 15.00).

8 Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, “Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Atas
Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Yayasan
Masjid Al Falah”, (20 November 2018).
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berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasrkan
basis kas.” Menurut opini auditor independen, kecuali dampak yang mungkin
timbul dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar
dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktifitas dan perubahan
aset bersih dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP).!0

® Kantor Akuntan Publik Ferizna, “Laporan Auditor Independen No. R.04-GA/YMAF/X1/18”, (20
November 2018), 8.

10 Kantor Akuntan Publik Ferizna, “Laporan Auditor Independen No. R.04-GA/YMAF/X1/18”,
(20 November 2018), 2.
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Berikut adalah Susunan Struktur Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

periode 2018-2023!!
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Manajer Toko dan Koperasi Ibnu Sina : Adi Suprapto

B. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
1. Proses Pembuatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Keuangan
a. Wawancara dengan bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak selaku
ketua pengurus dari Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.'?

Menurut Pak Machfud Satuan Pengawas Internal (SPI) itu adalah
alat pengurus, dalam hal ini sebagai tools dari pengurus untuk
melakukan pengendalian baik keuangan maupun operasional terhadap
lembaga-lembaga yang ada di bawah pengurus. Jika sebuah unit usaha
baik itu yayasan maupun perusahaan atau koperasi idealnya semakin
besar usahanya, semakin banyak aktifitasnya perlu adanya SPI, Satuan
Pengawasan Intern. Jika masih kecil, maka kontrol untuk operasional
maupun keuangan di setiap unit yang lumayan kecil itu adalah atasan
atau ketua secara langsung.

Dalam hal ini di Yayasan Masjid Al Falah, kontrol untuk pengurus
tidak mungkin dilakukan ketua atau pimpinan secara langsung, karena
secara waktu tidak mencukupi untuk turun secara langsung. Yayasan
lebih fokus pada kebijakan-kebijakan makro dan lembaga di bawah
pengurus. Kebijakan meliputi kebijakan Poliklinik dan beberapa

aspeknya ya, kebijakan tentang wakaf, kebijakan tentang pendidikan

12 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.
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Al Falah mulai TK sampai SMP, kemudian kebijakan tentang kursus-
kursus yang ada di kursus Alquran, kebijakan untuk toko atau
koperasi. Kebijakan yang telah dibuat oleh pengurus ini akan dijalani
oleh masing-masing lembaga, untuk kontrol atas pelaksanaan dan
hasil dari kebijakan pengurus tersebut dilakukan oleh SPI. SPI ini
istilahnya adalah tangan kanannya pengurus dalam mengontrol
lembaga atau unit di bawah pengurus.

SPI pada umumnya di perusahaan bentuknya sebuah departemen.
Jika dilihat secara struktural, bagan tertinggi pada Yayasan Masjid Al
Falah adalah pembina. Pembina ini yang membuat kebijakan strategis
yayasan. Dalam rangka agar yayasan dapat berjalan dengan bagus,
maka diangkatlah pengurus. Pengurus ini yang menjalankan roda
operasional yayasan. Agar pengurus ini dalam mengoperasionalkan
yayasan ini terkontrol dan sesuai dengan landasan yang dibuat
pembina, maka diangkatlah oleh pembina disini yang namanya
pengawas hal tersebut sebagaimana undang-undang yayasan yang
berlaku. Khusus untuk Yayasan Masjid Al Falah ada organ lain yang
dimunculkan tapi tidak masuk dalam undang-undang yayasan, dalam
hal ini dewan syariah. Dewan Syariah ini mengawasi pengurus apakah
kebijakan pengurus, operasional dan lain sebagainya sesuai dengan
syariah Islam atau tidak. Sedangkan alatnya pengurus untuk

mengontrol semua ini adalah SPI. Alatnya pengawas untuk
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mengontrol pengurus adalah Komite Audit. Posisi komite audit
nantinya membantu SPI dalam melakukan audit keuangan pengurus
dan lembaga atau unit dibawah pengurus. Di bawah pengurus ada
enam lembaga, yakni takmir, Lembaga Pendidikan Al Falah, Lembaga
Kursus Alquran Al Falah, Poliklinik, Lembaga Wakaf, toko atau
Koperasi. SPI nantinya melakukan audit semua lembaga atau unit di
bawah pengurus. Seluruh unit atau lembaga memiliki bendahara-
bendahara sendiri. Masing-masing lembaga atau unit tersebut
membuat laporan keuangan, kemudian nanti ada bagian di pengurus
yang membuat laporan keuangan gabungan.

SPI khusus mengaudit semua unit atau lembaga di bawah
pengurus, koordinator SPI tidak merangkap jabatan. Untuk saat ini
SPI Yayasan Masjid Al Falah hanya satu orang, tapi idealnya SPI itu
minimal dua orang karena obyek SPI ada dua yakni audit keuangan
atau Financial Audit dan Operational Audit. Saat ini SPI Yayasan Al
Falah fokusnya lebih ke audit keuangan. Komite Audit juga tidak
merangkap jabatan. Komite audit mengaudit pengurus, sedangkan SPI
mengaudit lembaga atau unit dibawah pengurus. Hal tersebut
dilakukan agar SPI dan Komite Audit bisa independen. Pemeriksa itu
tidak boleh sebagai operasional, tidak boleh mengerjakan operasional

karena dia yang memeriksa bagian operasional lembaga.
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Job deskripsi dari SPI dimulai dari membuat audit planning
(perencanaan audit). Bulan ini mengaudit apa saja, misalkan Januari,
untuk fokus audit apa saja, Februari apa saja, dan seterusnya. Hal
tersebut juga disesuiakan dengan agenda masing-masing lembaga
yang diaudit oleh SPI. Kemudian SPI melakukan audit atau kontrol
terhadap semua aspek keuangan yang ada di lembaga-lembaga di
bawah yayasan. Secara umum SPI tugasnya adalah mengamankan
harta aset-aset yayasan. Aset disini bukan hanya bangunan saja, tapi
bisa berupa uang, sarana, kendaraan, atau yang berupa dokumen-
dokumen.

Untuk Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait deskripsi job
ada di masing-masing lembaga. Jika ketika diaudit tidak ada SOPnya,
maka lembaga akan diminta untuk membuat SOP oleh SPI. Masing-
masing lembaga bertanggung jawab terhadap deskripsi jobnya dalam
hal ini manajer lembaganya. Nantinya SPI bisa memodifikasi SOP
jika ada yang kurang pas dari SOP tersebut. Begitu juga komite audit
dalam mengaudit pengurus. Akan diperiksa semua terkait kelengkapan
pengurus, dalam menjalankan job-job yang ada apakah sudah sesuai
undang-undang termasuk dalam anggaran dasar yayasan. Nantinya
dalam pelaksanaannya walaupun komite audit mengontrol pengurus
bisa dibantu SPI, begitu pula sebaliknya. Jika SPI kurang mampu bisa

dibantu komite audit untuk auditnya.
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b. Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. selaku
komite Audit Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.'3
Menurut ibu Nur Syamsi kemunculan Komite Audit diawali dari
masalah yang ada di internal yayasan, khususnya dewan pengawas.
Dalam undang-undang yayasan no. 16 tahun 2001 disebutkan bahwa
organ yayasan tidak bisa memperoleh uang dalam bentuk apapun, ada
pasalnya, yang diperbaharui dengan undang-undang nomer 28 tahun
2004. Di tahun 2004 itu, disebutkan bahwa di semua organ, ada lima
organ tidak bisa menerima uang dalam bentuk apapun kecuali
pengurus, itupun pengurus harian yang tiap hari datang. Sehingga
ketika mengikuti undang-undang tersebut setiap pembina dan
pengawas tidak berhak menerima fee maupun uang transport
sedikitpun. Akhirnya pada era kepemimpinan Pak Machfud
dibentuklah komite audit sebagai kepanjangan tangan dari pengawas
namun masih menerima fee transport secara layak karena kerjanya full
dalam satu minggu seperti Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk
melakukan pengawasan internal. Akhirnya dibuatkanlah SK
pengangkatan komite audit oleh dewan pengawas.
Secara tugas, komite audit juga melakukan pemeriksaan intern

secara rutin, jika ada transaksi harus melalui komite audit, kemudian

13 Nur Syamsi Hisjam, Wawancara, Surabaya 23 Mei 2019.
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dteliti terlebih dahulu khususnya yang besar-besar. Seluruh
permintaan anggaran diteliti terlebih dahulu baru bisa cair setelah ada
paraf dari komite audit. Jadi dari lembaga kursus, masjid, lembaga
pendidikan yang paling besar, milyaran tiap bulan itu pengeluarannya,
harus melalui komite audit dan SPI. SPI dalam hal ini Pak Arsyad
sejak tahun 2009, bu Nur Syamsi sejak 2004 selisih lima tahun. Secara
pengalaman SPI dan Komite Audit saling melengkapi dan mengusai
data, hanya saja SPI lebih ke ranah teknis, sedangkan komite audit
fokus ke anggaran yang besar-besar aja.

Dalam hal praktis di lapangan tidak jarang bu Nur Syamsi juga
sering mengingatkan pengurus maupun bagian teknis takmir
khususnya kebersihan dan pelayanan, takmir juga diminta untuk
mentaati aturan dan menjalankan tugas dengan benar. Bu Nur Syamsi
memiliki prinsip bahwa dia mengabdi untuk masjid, tugas komite
audit itu hanya tugas saja di yayasan. Bu Nur Syamsi selain di komite
audit juga kadang membantu di muslimat Al Falah, dan kadang
membantu dalam masalah surat menyurat, mutu pelayanan dan lain
sebagainya. Hal tersebut dikarenakan pengalaman Bu Nur Syamsi di
BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) Jawa Timur yang cukup
lama, sehingga cukup mumpuni dalam hal pengawasan dan penataan

internal.
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Saat ini yayasan hanya memiliki Anggaran Dasar (AD), belum
memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART). Bu Nur Syamsi sebagai
komite audit sudah sempat membuatkan usulan ART, memang
akhirnya tugas komite audit bukan hanya mengurusi masalah
keuangan saja. Bahkan untuk SK dari pengangkatan SPI pak Arsyad
juga sempat diusulkan oleh bu Nur Syamsi, meskipun bu Nur Syamsi
belum pernah membuatkan SK sebelumnya.

Untuk Pengendalian internal, sebenarnya titik tolaknya itu yayasan
idealnya harus punya dulu kriteria keuangan yayasan yang diharapkan
beserta proses pengendaliannya. Kalau di Al Falah sudah ada, dari
konsultan yang menyusun dari Universitas Internasional Semen
Indonesia (UISI). Kriteria itu adalah hal ideal yang disusun yayasan
meskipun dalam prakteknya memang sulit untuk dilaksanakan semua.
Proses administrasi itu memang sulit dibandingkan proses belanja
anggaran.

Menurut bu Nur Syamsi, Pengendalian internal itu lebih luas dari
akuntansi, dia sama seperti pengendalian manajemen informasi.
Misalnya dalam hal piutang pengendalian internalnya bisa dilakukan
dengan mencocokkan antara buku besar piutang dengan rincian kartu-
kartu transaksi yang dimiliki tiap siswa, keduanya harus sama. Kartu
persediaan barang juga demikian, apa yang ada di gudang harus sama

dengan pencatatan yang ada di akuntansi. Kalau di BUMN atau
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lembaga seperti yayasan itu ada Good Corporate Governance (GCQ)
yang dijadikan acuan dalam melakukan proses pengendalian internal.
GCG itu menjadi acuan sikap-sikap dan pengelolaan lembaga yang
baik dari mulai komisaris sampai pimpinan-pimpinan perusahaan atau
lembaga. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan

s€émacamnya.

c. Wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA. selaku
SPI (Satuan Pengawas Internal) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.'#
Menurut bapak Arsyad sebetulnya ada hubungan antara internal
control atau pengendalian internal dengan satuan pengendalian atau
pengawasan internal (SPI). Pemahaman tentang SPI dengan
pengertian sistem itu juga ada dengan istilah internal control. Jadi
sistem yang dibuat oleh suatu entitas untuk menjamin bahwa dalam
keuangan bisa dikelola dengan baik. Ada beberapa unsur dalam
pengawasan internal. Intinya menjamin bahwa aset dikelola dengan
benar, tidak ada kebocoran dan semacamnya. Untuk itu dibuat sistem
pengendalian internal. Ada sistemnya tapi disisi lain ada orang yang
harusnya atau satuan di dalam entitas itu yang memastikan bahwa
sistem itu berjalan, yang disebut sebagai Satuan Pengawas Internal

(SPI). Jadi harusnya sistemnya ada dulu, kemudian ditugaskan kepada

14 Muhammad Arsyad, Wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.
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satuan organisasi di dalam entitas itu untuk memastikan bahwa sistem
itu berjalan. Jadi tidak tiba-tiba kemudian SPI itu dihadirkan untuk
melakukan semuanya, tapi dia memastikan bahwa sistem ini berjalan,
harusnya begitu.

Sedangkan di Al Falah ini memang SPI dibutuhkan, tetapi
sistemnya sendiri belum ada. Jadi karena dirasa dibutuhkan adanya
pengawasan internal terhadap aktifitas entitas ini, kita menyebut
perusahaan tidak enak, meskipun sama saja, entitas itu adalah entitas
akuntansi bisa perusahaan, bisa yayasan, apapun bentuknya
organisasi, dalam konteks ini Al Falah ini yayasan. Jadi dibentuk SPI
untuk memastikan bahwa praktik keuangan di Al Falah ini
berlangsung dengan benar, sesuai dengan standart umum yang berlaku
pada manajemen keuangan dan akuntansi pada umumnya.

Misalkan jika kita berbicara tentang sistem akuntansi untuk
mengelola keuangan di yayasan maka sistem akuntansi itu adalah
jalinan prosedur yang kemudian disebut SOP atau Standart Operating
Procedure (prosedur operasi standar). SOP penerimaan kas, SOP
pengeluaran kas, SOP penggajian, SOP siklus penggajian, SOP
penerimaan barang, dan sebagainya. Jadi harusnya SOP itu ada dulu
baru kemudian dikontrol oleh SPI, apakah sistem yang sudah dimiliki
oleh entitas ini itu berjalan sebagaimana harusnya. Disitulah

urgensinya SPI. Jadi kalau bicara sistem itu akuntansi dalamnya ada
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jalinan prosedur, nanti dibawahnya ada teknik lagi, jadi teknis nanti
diatasnya ada prosedur, diatasnya baru sistem.

Untuk saat ini di Al Falah memang belum memiliki sistem itu, jadi
yang berlangsung selama ini yang sudah berjalan apa adanya.
Memang sudah dicoba tidak apa-apa jalan sesuai adanya dan memang
parsial. Jadi asalkan sudah memenuhi standar minimum pengelolaan
keuangan yang baik. Di struktur yang baru ada unit yang sebetulnya
lebih semacam cost center (pusat biaya), Al Falah punya poliklinik,
punya lembaga wakaf, tapi tidak signifikan, belum menjadi unit yang
besar, sementara tiga saja dulu yang besar, lembaga pendidikan,
masjid, dan lembaga kursus. Praktek-praktek yang sudah berlangsung
selama ini apa yang dijalankan di tiap unit selama ini jalan saja dulu,
di masjid bagaimana, di lembaga pendidikan bagaimana, lembaga
kursus bagaimana, sambil membenahi yang kelihatan dulu, yang
kurang standar diperbaiki, tetapi untuk keseluruhannya memang
sampai hari ini masih belum di Al Falah ini. Jadi kalau ditanyakan
misalnya kami sering ditanya oleh akuntan publik yang mengaudit
Yayasan Al Falah, apakah masjid yayasan ini punya SOP tertentu,
dijawab tidak ada. SOP yang mencakup keseluruhan sistem yang
proses itu yang ada di Al Falah ini tidak punya. Tapi kalau berupa
peraturan-peraturan itu sifatnya masih peraturan sangat teknis di

lapangan ada, dan itu diterbitkan oleh masing-masing unit. Jadi
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lembaga pendidikan punya aturan-aturan sendiri, lembaga kursus
punya aturan sendiri, masjid juga punya aturan sendiri. Ini yang
mungkin menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan
yakni merampungkan atau mencoba membuat standarisasi sistem dan
prosedur untuk semua yayasan. Ada langkah kesana tapi jauh dari
harapan.

Aturan teknis terkait keuangan di tiap unit bisa beda-beda.
Beberapa ketentuan misal THR itu bisa jadi beda-beda, tahun ini
diseragamkan bukan waktunya, tapi tata caranya. Hal lain mungkin
tidak spesifik menyangkut keuangan misalnya usia pensiun, karena
juga menyangkut keuangan, itu didahulukan enam puluh, karena beda-
beda ada yang lima puluh lima tahun, ada yang enam puluh tahun ini
coba diseragamkan.

Memang di Al Falah itu lembaga-lembaganya atau unitnya sudah
terlanjur besar dulu, lembaga pendidikan sudah besar dulu, kemudian
lembaga kursus juga berkembang dan pesat. Mereka berkembang
dengan kebijakan umum dari yayasan, jadi tidak pernah ada kebijakan
yang sampai level teknis sekalipun itu menyangkut keuangan dan
sebagainya tidak sampai terlalu jauh kesana. Karena itu mereka
kemudian ada kebutuhan lapangan terkait berbagai macam aturan-
aturan, akhirnya mereka buat sendiri-sendiri. Kemudian mereka sudah

berkembang sendiri-sendiri, lembaga pendidikan sudah merasa sudah
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cukup settle (mapan/menetap) dengan aturannya. Ketika kemudian
yayasan mulai mencoba membuat regulasi untuk mereka, mereka
merasa sudah memiliki aturan-aturan tersebut, dan biasanya ada
resistensi. Jadi idealnya yayasan itu jadi satu kebijakan-kebijakan
semua terpusat, misalnya masalah struktur gaji mungkin kalau bisa
sama. Struktur gaji berbeda di tunjangan-tunjangan tapi struktur
gajinya sama, tapi kenyatanya tidak bisa begitu. Di Al Falah masih
terlihat di lembaga pendidikan itu agak timpang dengan yang lain,
kursus, masjid, dalam hal penggajian. Karenanya sebetulnya
keberadaan satuan pengawas internal itu juga menjadi complicated
(rumit) disini meskipun sebenarnya sederhana, ini kan jasa saja
sepertinya bukan merupakan perusahaan manufaktur yang sangat
kompleks. Jasa semua, tidak ada bahan baku yang kita proses disini,
dan transaksinya sebetulnya kebanyakan transaksi kas. Tidak banyak
transaksi hutang piutang sebagaimana perusahaan, simple, hanya saja
variasinya luas sekali. Di LPF itu karakter lembaga pendidikan yang
budaya kerjanya semacam itu beda dengan yang di masjid, tingkat
pendidikan disana dan di masjid juga berbeda. Selama ini kan masjid
ini sering dilihat tempat orang-orang tua berlabuh. Atau tempat orang-
orang yang tidak diterima bekerja dimana-mana, karena
pendidikannya kurang, skillnya kurang, akhirnya berlabuh di masjid,

tapi sekarang generasi-generasi tua di masjid sudah banyak yang
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dipensiunkan, sekarang sudah relatif agak muda. Di lembaga kursus
Alquran itu lain lagi spesifikasinya, mereka ustadz, guru ngaji tentu
pendidikannya lebih baik hanya saja mereka fokus di pendidikan
agama, guru ngaji, kalau di lembaga pendidikan/LPF lebih beragam.
Itulah yang membentuk pola ini, mereka mempunyai kultur yang
berbeda. Di lembaga pendidikan resmi pendidikan sekolah, lembaga
kursus pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan non formal,
dan masjid sehari-hari mengurusi kegiatan masjid. Hal tersebut yang
membuat ruang lingkup kerja audit internal atau pengawas internal
menjadi luas. Akhirnya membatasi pada hal yang bersifat keuangan
saja, belum sampai operasional. Karena untuk masuk ke lembaga
pendidikan SPI harus mengkaji undang-undang pendidikan segala
macam, undang-undang guru dan dosen, operasional sehari-hari LPF
dengan standar mereka, dan sebagainya. Misal dalam pengawasan
keuangan seluruh pengeluaran sudah dicatat secara benar atau belum
sesual stnadar akuntansi, transaksi sudah dicatat secara benar,
dilaporkan secara benar atau belum, baru sampai disitu kerja SPI.
Agak mirip dengan pekerjaan audit eksternal.

Secara umum karena sifat usaha jasa akhirnya pola akuntansinya
mirip perusahaan jasa, dari sisi itu sebenarnya banyak kesamaan.
Kalau mau dirinci lebih detail itu banyak beda tapi yang jelas kalau

dikerucutkan keatas Al Falah ini jasa. Tidak ada aktifitas dagang di Al
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Falah, tapi punya toko dengan laporan keuangan yang terpisah dengan
yayasan. Kalau LPF itu bagaimana mengelola dana dari wali murid
kemudian itu digunakan untuk operasional. Biaya-biayanya
menyesuaikan antar level, belajar mengajar, dan yang besar-besar gaji
guru, karyawan, belajar mengajar, dan berbagai macam kebutuhan
operasional. Di Al Falah lembaga kursus juga begitu, ada penerimaan
dari santri, lalu digunakan untuk operasional, gaji guru dan
sebagainya. Di masjid ini yang agak berbeda, karena masjid kan
penerimaan dananya dari masyarakat dalam benktuk infaq shodaqoh
yang jumlahnya tidak bisa diprediksi, kalau lembaga pendidikan,
kursus bisa, sesuai dengan ritme penerimaan siswa atau santri.

Sebetulnya untuk dana masjid bisa jadi mungkin bisa diprediksi,
karena itu tergantung dari jamaah percaya atau tidak dengan masjid Al
Falah. Kalau jamaah melihat fasilitas, mereka melihat karpetnya ganti
tambah AC mereka akan percaya dan mau berinfak. Tapi jika tidak
melihat perubahan apa-apa, tapi tiap Jumat dilaporkan sekian puluh
juta maka jamaah akan berpikir ke mana larinya uang infaqnya.

Jadi dari sisi akun akuntansinya bisa jadi berbeda-beda
menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, transaksi yang rutin apa.
Di masjid ada penerimaan zakat maal, di lembaga kursus lembaga
pendidikan tidak ada itu, kalaupun ada tidak signifikan. Kemudian

penyaluran dana zakat ada posnya LPF, LKF tidak ada, yang
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membedakan itu saja sebetulnya. Di laporan keuangan akhirnya agak
agak panjang. Lembaga pendidikan posnya macam-macam, di
lembaga kursus bisa jadi panjang lagi, masjid juga macam-macam,
karena mengakomodasi tadi. Jadi meskipun sama-sama jasa tapi kan
sifat usahanya berbeda, kursus, masjid, dan lembaga pendidikan tidak
sama. Akhirnya selama sama-sama jasa tentu tidak terlalu banyak
masalah ketika membuat laporan keuangan, tapi ketika disana ada
dagang misalnya ini jadi susah. Oleh karena itu, unit toko yayasan
atau toko sekolah, karena dia melayani kepentingan sekolah, tidak
dilaporkan jadi satu dengan laporan keuangan yayasan.

Secara alur keuangan makro, seluruh pemasukan dari unit atau
lembaga-lembaga naik dulu ke atas ke yayasan, jadi semua masuk ke
rekening yayasan, kemudian didistribusikan ke masing-masing unit
berdasarkan kebutuhan mereka. Unit atau lembaga membuat anggaran
tahunan, kemudian di pecah ke dalam bulanan, nanti dicairkan sesuai
kebutuhan mereka pada bulan itu. Jadi, mereka tidak bisa
menggunakan uang yang mereka dapatkan semaunya. Misalkan
lembaga pendidikan, bulan ini terima lima ratus juta, kemudian
mereka pakai untuk belanja, itu harus naik ke atas ke yayasan,
kemudian akan turun lagi ke mereka.

Hal diatas bisa jadi memunculkan masalah karena birokrasinya jadi

agak panjang dan harus melalui beberapa meja, tapi memang harus
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dibuat seperti itu agar internal control itu terjadi. Jadi yayasan tidak
menginginkan masing-masing unit mengelola keuangannya sendiri
tanpa kontrol. Yayasan mengetahui sudah ada suara-suara meminta
keinginan untuk bisa mandiri segala macam, tapi bagi yayasan tidak.
Yayasan masih perlu mengontrol lebih jauh terhadap keuangan unit
atau lembaga dengan cara semacam itu. Sebetulnya uang mereka itu
tidak kemana-mana, di lembaga pendidikan itu disimpan di rekening
yayasan dan akan lari ke mereka juga, jadi yayasan menyadari itu
semacam anak yang punya penghasilan tapi uangnya di titipkan orang
tuanya. Nanti begitu si anak butuh, uang itu akan dikembalikan lagi ke
mereka. Jadi yang disebut rekening yayasan itu sebetulnya rekening
mereka, hanya saja otorisasi pengeluarannya ada di pengurus yayasan.
Rekening masing-masing unit atau lembaga-lembaga atas nama
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Hanya saja itu menampung
uangnya unit atau lembaga, uang yang mereka dapatkan selama
berbulan-bulan, bertahun-tahun disimpan disitu. Kalau mereka
membutuhkan ada mekanisme anggaran bulanan itu. Biasanya SPI
melihat, apakah sesuai dengan anggaran yang mereka buat, anggaran
tahunan, kalau sesuai, cocok maka disetujui dan cair, kalau tidak
cocok diberi catatan, atau mereka yang memberikan catatan, tidak ada
di anggaran tapi memang karena dibutuhkan terpaksa dikeluarkan atau

dicairkan. Proses tersebut diverifikasi di yayasan kalau memang oke,
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tidak ada masalah, maka yayasan membuatkan cek, kemudian mereka
mencairkan. Proses tersebut juga sama di lembaga kursus, masjid, dan
sebagainya.

Setelah pencairan cek uang tersebut masuk ke rekening
penampungan istilahnya atau mereka pindahbukukan. Perubahan dan
pergerakan rekening tersebut juga dipantau yayasan. Jadi apa yang
mereka butuhkan yayasan akan mentransfer, yayasan membuatkan cek
untuk kebutuhan mereka. Memang akhirnya agak panjang prosesnya,
jadi bisa makan waktu beberapa hari paling tidak, tidak sampai
berminggu-minggu. Tapi paling tidak butuh waktu untuk masuk,
paling cepat tiga hari prosesnya. Jadi biasanya ke SPI dulu, dilihat,
direview, dicocokkan dengan anggaran, kemudian naik ke komite
audit Bu Nur Syamsi, dilihat, diberi catatan macam-macam, kemudian
setelah itu baru ke pengurus Pak Machfud untuk di tanda tangani,
kalau pengurus sudah tanda tangan, bagian keuangan membuatkan cek
yang mungkin diserahkan ke mereka.

Untuk bendahara di yayasan ada sendiri, hanya saja formalisasi
bahwa harus ada bendahara. Kalau di masing-masing jenjang itu ada
bendahara yang memiliki otoritas terhadap keuangan disitu, istilahnya
bisa kepala bagian keuangan, kepala divisi, apapun disana. Di yayasan

juga ada bendahara, dan ada kasir.
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d. Wawancara dengan ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE., MAk. Selaku staff
bagian laporan keuangan gabungan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.!>

Menurut ibu Nurizza (bu Icha) secara kedudukan dilihat dari dasar
berpikir munculnya bagian laporan keuangan gabungan adalah
membetulkan susunan struktur, tanggung jawab dan wewenang
pemeriksa/pengawas keuangan yang dalam hal ini tidak boleh
merangkap jabatan dengan bagian pembuatan laporan keuangan. Jadi
harus dipisahkan secara tegas, fokus masing-masing bagian, tidak
boleh bercampur karena rawan kecurangan dan kesalahan dalam
laporan keuangan. Akhirnya bu Icha ditugaskan untuk fokus membuat
laporan keuangan kemudian ada yang meriksa sendiri. Bu Icha juga
selain membuat laporan keuangan juga menghandle (menangani)
pembuatan anggaran di setiap unit kemudian sekaligus memeriksa
benar tidaknya penyusunan laporan keuangan di tiap unit tersebut.
Tapi untuk lembaga pendidikan karena memang banyak kegiatannya
maka bu Icha dibantu SPI dan komite audit yang melakukan kontrol di
lembaga pendidikan. Kalau di masjid dan di lembaga kursus yang
programnya setiap tahunnya sudah bisa dipastikan maka bisa dikandle

(tangani) bu Icha.

15 Nurizza Arsyi Isnaini, Wawancara, Surabaya 31 Mei 2019.
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Fungsi kontrol laporan keuangan sifatnya hanya membantu SPI
dan komite audit, jika ditemui ada kejanggalan laporan keuangan
maka akan dilaporkan ke SPI dan komite audit. Tugas utama bagian
laporan gabungan adalah penggabungan dan konsolidasi seluruh
laporan keuangan dari unit atau lembaga-lembaga menjadi satu
laporan keuangan yayasan. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh
setiap unit itu disetorkan ke bagian laporan keuangan gabungan setiap
bulannya, setelah itu nanti diperiksa dulu, apakah ada salah akun
ataukah nanti disampling, angka yang besar-besar apakah benar ada
buktinya. Setelah itu baru yakin bahwa ini laporannya benar,
kemudian bu Icha menggabungkan menjadi laporan gabungan,
laporan konsolidasi yayasan, kecuali toko yang tidak jadi satu dalam
laporan keuangan yayasan.

Terkait arahan dari pimpinan terhadap bagian laporan keuangan
gabungan biasanya terkait batas waktu pengerjaan laporan keuangan.
Namun hal tersebut tetap disesuikan dengan kondisi di lapangan,
bagian laporan gabungan baru bisa kerja jika semua unit menyetorkan
laporannya. Kalau mereka belum ada yang menyetor otomatis tidak
bisa kerja. Jadi, biasanya pak Machfud langsung memanggil setiap
kepala unitnya atau bagian akuntansi juga ikut di setiap rapat,
kemudian diumumkan sudah mau akhir tahun dan mempercepat

penyelesaian laporan keuangannya, agar bulan Januari tanggal sekian
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sudah bisa disetorkan atau paling lambat Februari agar nanti yang di
yayasan tidak terlambat untuk diaudit.

Untuk SOP keuangan masih belum tertata rapi. Sehingga pada saat
kepengurusan sebelum pak Machfud ada konsultan untuk membantu
membenahi manajemen di Al Falah terkait bagian SOPnya, SDMnya,
kemudian untuk sistem informasi akuntansi (SIA) juga dibantu dari
konsultan. Untuk saat ini masih disusunkan SOP dan SIA tersebut
oleh konsultan, dan sejauh ini di lapangan bu Icha menggunakan ilmu
yang diperoleh ketika kuliah akuntansi.

Tugas lainnya terkait bagian laporan keuangan gabungan adalah
kontrol pembuatan anggaran di tiap unit atau lembaga. Kalau di
perusahaan idealnya yang membuat laporan sendiri, anggaran sendiri,
karena terbatas SDM dan tempatnya, untuk saat ini digabungkan dulu.
Kalau nanti Al Falah tambah besar dan sudah punya ruangan sendiri,
serta bisa merekrut orang untuk ditempatkan dimana baru dipisahkan.

Untuk Schedule (jadwal) lebih pada umumnya, unit membuat
laporan keuangan bulanan, kemudian nanti setor ke bu Icha, kemudian
dicek apakah sudah benar. Karena memang SDM keuangan di Al
Falah tidak semuanya berlatar belakang akuntansi, jadi kadang masih
belajar untuk penjurnalannya dan tidak dipungkiri pasti ada yang
salah. Akhirnya harus dicek dulu satu persatu di setiap transaksinya.

Kemudian setelah dikoreksi baru dibuat laporan gabungannya.
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Target penyetoran laporan di minggu ke-2, tapi kadang bisa molor
kadang akhir bulan di bulan kedepannya baru selesai dan rapi, yang
penting tiap unit rutin mencatat transaksinya. Untuk proses
pemeriksaaan laporan paling tidak butuh sehari, dua hari untuk setiap
unitnya. Kadang tergantung kondisi juga, tidak menutup kemungkinan
saat memeriksa laporan dimintain tolong, akhirnya kalau memeriksa
kan harus balik dari awal, misalnya sampai mana ini, meruntutnya
seperti apa. Kalau misalkan tidak ada yang material sekali ataupun
tidak ada salah akun, salah jurnal bisa lebih cepat, tapi kalau ada yang
salah jurnal itu baru dilihat buktinya dulu, apa benar angkanya segini,
kemudian jurnalnya apa benar ini.

Setelah selesai menggabungkan laporan keuangan, bu Icha
menyetorkan ke SPI enam bulan atau setahun sekali, jika tidak ada
yang kesalahan yang janggal. Tapi kalau ada kesalahan janggal maka
dipeeriksa saat itu, ketika bu Icha melihat sesuatu yang aneh, langsung
di laporkan ke SPI agar bisa diperdalam.

Ketentuan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan
adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45
khusus untuk lembaga nirlaba. Selain itu juga menggunakan aturan-
aturan yang berlaku di setiap unitnya, misalkan terkait program

beasiswa, apakah memang ada aturannya atau tidak ?, kemudian
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misalkan ada kenaikan gaji, apakah ada SKnya atau tidak ?. Jadi lebih
ke aturan atau SK yang sudah dibuat di setiap unit.

Terkait kasir yayasan, karena yayasan tidak banyak aktifitas yang
banyak mengeluarkan kas, maka untuk yayasan kasirnya digabungkan
dengan kasir masjid, dan kebetulan masjid itu juga satu bangunan atau
ruangan dengan yayasan. Sehingga kalau yayasan perlu uang cash
maka bisa langsung ke kasir masjid. Kalau yayasan transaksi
keuangannya hanya pengeluaran cek saja. Jadi unit menyetorkan
anggaran ke yayasan, diperiksa oleh SPI atau bagian laporan
keuangan, kemudian dilaporkan ke pengurus untuk pencairan
anggaran tersebut, kemudian yayasan mengeluarkan cek. Untuk
transaksi non tunai masuknya ke bagian laporan keuangan dalam hal
ini bu Icha.

Selain pengeluaran cek, transaksi yayasan juga ada penggajian
pengurus, itupun langsung dimasukkan lagi ke infagnya masjid. Untuk
pengurus-pegurus sesuai akta notaris seluruh gaji mereka masuk lagi
ke masjid karena mereka tidak mau menerima honor atau transport.
Tapi kalau pak Machfud, bu Wiwit karena ada kekhawatiran jika
kelak masa jabatan mereka habis kemudian digantikan orang lain, kan
tidak mungkin jika mereka tidak diberikan honor atau transport,
akhirnya diberikan sekedarnya akan tetapi beiau berdua juga ada yang

dikembalikan atau diinfagkan ke masjid. Honor pengurus juga
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disesuaikan dengan jumlah kehadirannya di masjid. Jadi saat
menerima honor tersebut, pengurus mendapatkan slip pengeluaran
honor pengurus, kemudian pengurus memberikan ke masjid, sehingga
diberikan slip pemasukan untuk infaq ke masjid. Pengurus itu
sebenarnya berhak menerima honor, tapi beliau para pengurus benar-
benar mengikhlaskan untuk sepenuhnya bekerja di masjid.

Untuk mekanisme pencairan kas di tiap unit kalau di Al Falah yang
memiliki rekening tersendiri itu hanya tiga unit saja yaitu masjid, LPF,
dan LKF. Tiga unit tersebut masing-masing memiliki buku cek dan
nanti akan mengeluarkan anggaran dari cek tersebut. Nanti yang
mencairkan cek tersebut unit masing-masing setelah ditandatangani
pengurus yang berwenang, dan disetujui oleh SPI. Untuk wakaf masih
ikut rekening masjid karena transaksinya belum seberapa banyak,
masih lebih banyak menerima serta masih mengurus legalitasnya.
Untuk toko memiliki rekening bank sendiri.

Jadi misalkan LPF mendapatkan pemasukan dari pendaftaran siswa
itu masuk ke rekeningnya LPF dalam hal ini rekening tandon LPF tapi
atas nama yayasan. Kemudian LPF mengajukan anggaran, diperiksa
bagian laporan keuangan yayasan dalam hal ini bu Icha, kemudian
diperiksa bagian SPI, kemudian ditandatangani pengurus yang
berwenang, kemudian yayasan mengeluarkan cek untuk LPF dengan

tandatangan pengurus yang berwenang. Kemudian cek dicairkan oleh
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LPF dengan mentransferkan dari rekening tandon ke rekening LPF
dalam hal ini rekening operasional untuk tiap jenjang pendidikan di
LPF. Rekening tandonnya LPF satu untuk semua LPF, sedangkan
rekening operasional ada di tiap jenjang pendidikan (TK, SD, dan 2
SMP) di LPF. Nanti untuk pencairan dalam bentuk cash di LPF di tiap
jenjangnya ada kasirnya sendiri-sendiri. Untuk LKF karena hanya satu
tidak ada jenjang, maka rekeningnya satu saja. LKF penerimaannya
jadi satu, hanya saja dilakukan penggolongan kursusnya saja, untuk
pengeluaran juga di satu rekening LKF tersebut atas nama yayasan.
Untuk masjid, dan toko masing-masing satu rekening. Untuk wakaf
dan poliklinik ikut rekening masjid. Nanti seluruh laporan bank di
LPF di semua jenjang (TK, SD, dan 2 SMP), masuk ke bagian laporan
keuangan dalam hal ini bu Icha.

Di LPF ada kasir penerimaan, ada pengeluaran sendiri-sendiri,
kasir penerimaan ada 2 orang, untuk kasir pengeluaran di setiap
jenjang pendidikan LPF ada sendiri-sendiri. Kalau di masjid kasirnya
1 orang, di LKF ada 1 orang, wakaf dan poliklinik ikut kasirnya
masjid. Untuk poliklinik dan wakaf struktur keuangannya gabung
dengan masjid. Sedangkan toko kasirnya ada 1 orang.

Untuk bagian pembukuan keuangan di LPF, LKF, masjid, dan toko
ada bagiannya sendiri-sendiri. Untuk wakaf pembukuannya mengikuti

masjid, sedangkan di poliklinik itu ada bagian adminnya yang
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membantu mencatat pengeluaran dan penerimaannya kemudian
disetorkan ke bagian admin masjid dalam hal ini bu Fitri setiap hari.
Untuk BKK (Bukti Kas Keluar) tidak rangkap tiga, hanya satu
lembar saja, karena hanya bukti kas keluar saja, sehingga langsung
ditulis pengeluarannya berapa kemudian langsung dilampirkan untuk
bukti kas keluar yang nanti diinput. Untuk BKM (Bukti Kas Masuk)
rangkap tiga, sedangkan untuk nomerator yang dicetak ada di BKM
saja, untuk BKK tidak ada atau ditulis manual. Untuk bukti dari Bank
lebih banyak menggunakan rekening koran yang dicetak pihak bank.
Untuk permasalahan bukti eksternal yang tidak tercantum karena
lupa atau memang penjualnya tidak menyediakan bukti eksternal
biasanya untuk pembelian barang-barang dalam jumlah kecil misal
dibawah dua puluh ribu rupiah, atau pembelian makanan di warung,
dan sebagainya. Untuk mengatasinya pihak yang mengeluarkan dana
tersebut membuat tanda bukti sendiri dalam bentuk kuitansi terkait
rincian pengeluarannya tersebut, tapi hal tersebut jarang terjadi. Untuk
membuat kuitansi sendiri harus sepengetahuan kepala bagian dari
personal yang mengeluarkan dana tersebut, artinya kepala bagian
tersebut harus ikut menandatangani kuitansi yang dibuat tersebut.
Misal dalam Ramadhan ada salah satu dari tim buka puasa membeli

barang tanpa ada kuitansi dari penjualnya, maka dalam pembuatan
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kuitansi tersebut harus ada tanda tangan pihak yang mengeluarkan
dana dan ketua takmir.

Untuk pengarsipan bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar
(BKK), dan bukti bank setiap unit menyimpan sendiri-sendiri, untuk
mekanisme penyimpanannya lebih kepada jangka waktunya.
Setidaknya toleransinya tidak sampai lebih dari sepuluh tahun
disimpan, tapi tidak boleh kurang dari lima tahun. Hal tersebut juga
mempertimbangkan kebutuhan penggunaan BKK, BKM, bukti bank
dengan kapasitas lemari penyimpanan bukti-bukti tersebut.

Untuk batas jumlah kas di tangan (cash on hand) di setiap unit
berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Untuk di LPF setidaknya cash on hand kurang dari 10 juta per
jenjang, lebih dari itu mereka tidak berani menyimpan dalam bentuk
cash. Jika mereka butuh lagi mereka mending untuk mencairkan cek
langsung, mereka kan memiliki bank untuk operasionalnya. Untuk
masjid dan LKF karena mereka tidak memiliki rekening bank
operasional akhirnya anggaran yang ada di LKF dan masjid langsung
dicairkan dan dimasukkan ke dalam brankas semuanya. Secara cash
on hand operasional biasanya LKF memegang 30 juta kira-kira tiap
bulan. Kalau untuk masjid karena uangnya cukup banyak karena
bukan hanya lewat anggaran tapi juga uang yang ada di tiap kotak

infaq yang ada. Seluruh uang di kotak infaq itu dikumpulkan jadi satu,
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dan tiap minggu disetorkan ke bank secara rutin. Kalau untuk masjid
cash on handnya bisa ratusan juta karena dia membackup mas;jid,
wakaf, poliklinik dan yayasan itu sendiri. Cash on hand sebesar itu di
masjid habisnya juga cepat, apalagi saat Ramadhan.

Untuk ketentuan resmi terkait batas kas di tangan (cash on hand)
dari pengurus yayasan belum ada, mungkin kedepan akan diatur
kembali batas cash on hand dari masing-masing unit karena tiap unit
memiliki ciri khas dan kebutuhan masing-masing yang tidak bisa
disamaratakan. Cash on hand terbesar kemungkinan adalah masjid,
karena perputaran uang disana cepat sekali.

Untuk pelaporan kotak infaq yang ada di masjid seminggu dua kali
kotak infaq (yang kecil-kecil dan brankas besar) di buka setiap hari
Selasa dan Jumat, kemudian dihitung hari Selasa, dilaporkan dan
disetorkan ke bank hari Rabunya, karena yang menghitung banyak
orang dan ada tim tersendiri yang menghitung uang kotak infaq
tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri jika dalam proses
penghitungan hasil kotak infaq tersebut mereka ada kesalahan
penghitungan sehingga butuh beberapa orang. Kemudian uang yang
sudah dihitung diklasifikasikan berdasarkan nominal pecahannya.
Kemudian uang disetorkan ke Pak Kholis selaku kasir masjid untung
dihitung ulang dengan mesin penghitung uang otomatis dan manual

kalau uangnya agak lecek atau terlipat. Setelah dihitung ulang dan
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jumlahnya tepat setelah itu dilaporkan dan disetorkan ke bank. Misal
hari ini Jumat dihitung, kemudian minggu depan hari Selasa juga
dihitung, kemudian dilaporkan ke laporan keuangan dalam hal ini bu
Icha hari Rabunya.

Untuk infaq atau shodaqoh jamaah yang diberikan lewat kantor
sekretariat langsung tanpa melalui kotak infaq maka nanti disiapkan
slip penerimaan khusus untuk penerimaan infaq, zakat dan
sebagainya. Slip tersebut rangkap 3, rangkap pertama yang putih
untuk jamaah yang menyumbang atau donatur, rangkap kedua untuk
pembukuan, rangkap ketiga untuk file atau arsip. Sebisa mungkin
yang menerima jamaah dan donatur yang menyumbang tersebut bukan
pengurus, karena khawatir terjadi fitnah, sehingga yang menerima
sebisa mungkin bagian keuangan, sehingga sekalian bisa dilakukan
input. Jika tidak ada orang keuangan maka bisa siapapun petugas yang
stay di kantor sekretariat masjid atau jika tidak ada maka meminta
bantuan keamanan masjid Al Falah. Pihak keamanan juga disediakan
bukti slip penerimaan dan brankas khusus jika ada jamaah atau
donatur yang menyumbang disaat semua petugas dan orang keuangan
tidak stay di kantor sekretariat masjid. Tidak menutup kemungkinan
ada jamaah atau donatur tiba-tiba datang malam-malam untuk

memberikan infaq atau shodaqohnya ke masjid langsung.
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Biasanya kalau malam bagian keamanan juga beberapa berjaga di
kantor sekretariat, tapi bagian keamanan tidak bisa mengakses brankas
yang ada di kantor sekretariat masjid. Keamanan hanya bisa

mengakses brankas yang ada di bagian keamanan saja.

e. Dokumen Anggaran Dasar Yayasan Masjid Al Falah
Dalam Anggaran Dasar (AD) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
nomer C-HT.01.09-108 disebutkan sebagai berikut:
Pasal 6 tentang Organ Yayasan'¢
1) Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
a) Pembina;
b) Pengurus;

c) Pengawas;

Pasal 7 tentang Pembina
5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh

Yayasan.

Pasal 9 tentang Tugas dan Wewenang Pembina!”
1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2) Kewenangan Pembina meliputi:

16 Dirjen Administrasi Hukum Umum, “Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya” Nomor C-HT.01.09-108 (17 Maret 2006), 8.
17 1bid., 9.
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f)

g)

a)
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Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota Pengawas;

Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;

Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan;

Penetapan  keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan;

Pengesahan laporan tahunan;

Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau

anggota Pembina berlaku pula baginya.

Pasal 14 tentang Pengurus'®
3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila

Pengurus Yayasan:

Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,

Pembina, dan pengawas; dan

13 Ibid., 14.
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b) Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
penuh; sepanjang peraturan perundang-undangan yang

berlaku tidak melarangnya.

Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus'®

1)

2)

3)

4)

5)

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan
untuk kepentingan Yayasan.

Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas.

Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan
pembatasan terhadap hal-hal berikut:

a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank);

19 Ibid., 15.
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b) Mendirikan suatu tanda wusaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagi bentuk usaha baik di dalam
maupun di luar negeri;

¢) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d) Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan;

e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan
serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;

f) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas
Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan
tujuan Yayasan.

6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b,

¢, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus®®
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

20 Ibid., 16.
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3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan

Yayasan.

Pasal 25 tentang Pengawas?!
7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau

Pelaksana Kegiatan.

Pasal 27 tentang Tugas dan Wewenang Pengawas?®?

1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengawas.

3) Pengawas berwenang:
a) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang

dipergunakan Yayasan;

b) Memeriksa dokumen;
c) Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan kas;

atau

2! Ibid., 20.
22 Ibid., 21.
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8)

9)
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d) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Pengurus;
e) Memberi peringatan kepada Pengurus.

Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk
melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal laporan
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal pembelaan
diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan
keputusan Rapat Pembina wajib:

a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b) Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian
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sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat
kembali jabatannya semula.
10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk

sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

Pasal 34 tentang Tahun Buku??
1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal
dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam).

Pasal 35 tentang Laporan Tahunan?*

1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
a) Laporan keadaaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku

yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

2 Ibid., 27.
24 Ibid., 27.
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b) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan
catatan laporan keuangan.

3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
Pengawas.

4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan tertulis.

5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.

6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan

pengumuman di kantor Yayasan.

f. Dokumen Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
tahun 2016-2017
Dalam dokuemen Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya tahun 2016-2017 tertanggal 20 November 2018 pada angka
2 (dua) tentang Kebijakan Akuntansi disebutkan sebagai berikut:

1) Penyajian Laporan Keuangan?’

23 Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, “Laporan Keuangan Tahun 2016-2017 Yayasan Masjid Al
Falah Surabaya” (20 November 2018), 7.
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Laporan keuangan Yayasan disajikan sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) — 45 (Revisi 2011) tentang
Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Yayasan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan,
Laporan Aktifitas dan Perubahan Aset Bersih, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan menurut PSAK 45 akan menyajikan jumlah
masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada tidaknya
pembatasan oleh penyumbang yaitu (1) terikat permanen (2)
terikat temporer dan (3) tidak terikat.

Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan
penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar
sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen.

Pembatasan yang Dbersifat temporer adalah pembatasan
penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan
agar sumber daya tersebut dipertahankan untuk periode tertentu
atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Aset bersih tidak terikat, umumnya meliputi pendapatan dari jasa,
penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi

dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.
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Yayasan dapat menggunakan semua aset bersih tersebut dalam
rangka mencapai tujuan usaha sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar Yayasan.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak
langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas

operasi, investasi dan pendanaan.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan?®

Yayasan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai basis penyusunan
laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting
yang ditetapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan
peristiwa yang relevan dengan Yayasan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan dan
biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis
akrual®’, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis

kas.

26 Ibid., 8.

27 Cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan
atau diterima saja. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
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2. Proses Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Keuangan
a. Wawancara dengan bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak selaku
ketua pengurus dari Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.?®

Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam menjalankan tugasnya
mempertahankan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertama,
Improve Information System (memperbaiki sistem informasi), jadi
sistem informasi terus menerus diperbaiki, jika sudah cukup memadai,
maka dipertahankan. Kedua, Reduce Clerical Cost (mengurangi biaya
administrasi) semua bidang diharapkan sehemat mungkin dalam
mengoperasionalkan tugasnya. SPI selalu berusaha mengontrol agar
biaya-biaya terkendali, efisien dan efektif. Ketiga, Internal Check
(pemeriksaan internal) SPI selalu berupaya antara unit satu dengan
unit lain terdapat Internal Check (pemeriksaan internal) yang saling
terkait. Hal tersebut dilakukan agar bisa dilacak keterhubungan
transaksi dan agar benar-benar aman. Hal tersebut juga berlaku untuk
komite audit.

Dalam proses pelaksanaan SPI maupun proses audit terdapat
beberapa resistensi dan kendala-kendala. Semua usaha baik itu
perusahaan, maupun yayasan akan terjadi resistensi dan banyak alasan
ini itu ketika didalamnya ada masalah. Tapi bagi lembaga yang tidak

memiliki masalah di dalam, maka tidak akan ada resistensi saat SPI

28 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.
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melaksanakan audit dan sebagainya. Jadi lembaga atau pihak yang
resisten itu pasti ada masalah. Oleh karena itu harus segera diperiksa
atau diaudit. Tapi Alhamdulillah menurut Pak Machfud di Yayasan
Masjid Al Falah lancar-lancar saja. Hal tersebut dikarenakan sebelum
kerja, seluruh pengurus dan karyawan menandatangani pakta
integritas (perjanjian terkait tugas, kewajiban dan tanggung jawab
selama bekerja). Jadi, seluruhnya wajib mentaati peraturan yang ada,
tidak KKN, terus menjaga kedisiplinan, dan akhlak mulia.

Namun, dalam prakteknya di Yayasan Masjid Al Falah sebenarnya
tidak benar-benar tidak ada masalah. Kadang ada perbedaan persepsi,
pimpinan maunya mengatur ini supaya ada [Internal Check
(pemeriksaan internal), bagi yang diatur merasa terlalu ribet dan
bertele-tele, hal tersebut karena penilaian mereka tidak menggunakan
teori. Misalnya jika mengeluarkan keuangan harus ada tanda bukti
keluar, wajib ada tanda terima, dan ada tanda tangan pihak yang
berwenang. Tapi kadang dalam prakteknya mereka tidak menyertakan
bukti-bukti tersebut, karena merasa terlalu ribet dan kadang mereka
ganti dengan bukti yang mereka buat sendiri. Sistem tersebut dibuat
banyak dan berjenjang itu ada dua macam alasan, pertama memang
harus banyak atau berjenjang supaya terkontrol, dan kedua memang
sengaja dibuat banyak birokrasinya agar ada pemasukan tambahan

(pungutan liar) dari pihak tertentu. Sehingga ijinnya tidak cukup ke
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satu orang tapi ijinnya misalkan ke enam orang yang akhirnya semua
dapat pemasukan. Untuk yang kedua tersebut tidak diperbolehlan
dilakukan, jika secara prosedur yang harus dilalui tiga tahapan, maka
tiga tahap saja, tidak boleh dibuat lima dan seterusnya. Tapi kalau tiga
dijadikan satu juga jangan, karena khawatir nanti tidak terkontrol.
Fungsi sistem SPI tersebut perlu terus dilakukan penyeimbangan agar
tetap terkontrol tapi tidak membebani lembaga karena prosedur yang
terlalu panjang.

Untuk mengatasi masalah diatas terkait karyawan atau lembaga
yang resisten dalam proses penerapan SPI maka tiap bulan ada
pembinaan oleh dewan syariah dan pembina. Nantinya ada materi-
materi terkait bagaimana bekerja di yayasan ini mulai dari mengatur
lebih dulu niatan kita, kemudian proses bekerjanya harus disiplin,
jujur, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya apakah masih ada yang
menyimpang ?, tentunya masih tetap ada, karena disadari karyawan
juga manusia, sehingga SPI dan pembinaan harus tetap dilaksanakan.

Untuk output dari SPI yakni berupa laporan ke pengurus. Misalkan
LPF meminta pengajuan sesuatu pada pengurus supaya uangnya
dikeluarkan  sekian bulan depan ini, sebelum pengurus
menandatangani pengajuan tersebut, SPI melakukan pengecekan
terlebih dahulu. Nantinya SPI akan memberikan catatan dan masukan

macam-macam. SPI akan menilai pengeluaran mana yang bisa
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disetujui, mana yang tidak sesuai anggaran, atau cenderung
bermasalah sehingga perlu diganti, dan sebagainya.

Hasil audit dari SPI akan menjadi masukan perbaikan secara terus
menerus. Misalkan SPI mengaudit takmir terkait pembelian kursi
untuk tamu dan ternyata terlalu banyak, sehingga menjadi perbaikan
bagi takmir dan seterusnya.

Terkait perbaikan mekanisme kontrol bisa dilakukan jika misalkan
ada sebuah lembaga yang kira-kira agak rawan, misal dalam bulan-
bulan tertentu pemasukannya sangat banyak hingga angka milyaran,
maka harus ada kontrol yang lebih ketat, misal LPF pada saat tahun
ajaran baru.

Terkait penambahan personil yang ada di Satuan Pengendalian
Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah kendalanya ada pada ruang
kerja yang terbatas, karena Masjid Al Falah tidak bisa dibangun lagi.
Pertama Masjid Al Falah berada di lokasi yang strategis di jalan
Darmo, setiap membangun mesti bertanya IMBnya ada atau tidak.
Karena kalau membangun-membangun akan ditanyakan, sehingga
butuh IMB itu. Sehingga butuh persiapan dokumen dan lain
sebagainya. Jadi untuk ruang kerja tidak bisa banyak di Masjid Al
Falah. Idealnya memang bertambah gedungnya, bertambah gedung

baru, masalahnya tempatnya tidak ada, dan tempat lainnya sudah
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terpakai untuk kursus hingga empat ribu santrinya. Jadi tempat-tempat

yang kosong ditempati kursus Alquran.

b. Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. selaku
komite Audit Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.?’

Untuk teguran dan masukan dari bu Nur Syamsi dalam hal ini
sebagai komite audit maupun sebagai bagian dari yayasan biasanya
dilewatkan grup WA (Whatsapp) yayasan, di dalam grup tersebut ada
pembina, pengawas, dan pengurus yayasan, kecuali pengurus
lembaga-lembaga ada grupnya sendiri. Sehingga masalah takmir,
masalah keuangan, masalah LPF, dan sebagainya
disampaikan/dilaporkan oleh komite audit jika ada yang tidak beres.
Bahkan dalam kondisi tertentu jika pembina ada kekeliruan, maka
komite audit mengingatkan, misalkan terkait aturan masa jabatan
sebagaimana yang ada di uandang-undang yaysan dan anggaran dasar
yayasan. Misalkan untuk yayasan yang memiliki aset senilai lebih dari
20 milyar maka wajib melakukan audit eksternal, sehingga proses
pergantian dan pengangkatan pengurus, pembina serta pengawas yang
baru menunggu hasil dari audit eksternal, sehingga prosesnya lebih

lama dari sebelumnya. Apalagi menurut bu Nur Syamsi, laporan

29 Nur Syamsi Hisjam, Wawancara, Surabaya 23 Mei 2019.
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keuangan tahun 2018 ini ada keterlambatan, sehingga proses

pengangkatan juga mundur.

c. Wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA. selaku
SPI (Satuan Pengendali Internal) Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.?’

Menurut Pak Arsyad ada beberapa prinsip dalam melaksanakan
tugas sebagai SPI, dalam hal ini yang pasti adalah prinsip-prinsip
dasar pengelolaan keuangan. Sama dengan audit sebetulnya, jadi ada
yang namanya asersi-asersi yang harus dipenuhi. Ada asersi
kelengkapan completeness, occurrence Keterjadian, kemudian
beberapa macam asersi di dalam pemeriksaan keuangan, bahwa
transaksi harus benar-benar terjadi itu occurrence, transaksi itu bukan
fiktif, meskipun ada bukti, ada nota. Tapi dokumen itu bisa dibuat
apalagi kalau hanya kuitansi. Kemudian bukti-bukti itu pun harus
dilihat kembali validitasnya, diotorisasi atau tidak ketika pengeluaran
oleh pejabat atau pegawai yang berwenang. Tidak boleh sembarangan
mengeluarkan uang. Kemudian apakah benar-benar lengkap
completeness, jadi tidak ada transaksi yang tidak dilaporkan.
Transaksi itu bisa penerimaan, bisa pengeluaran, dan SPI memastikan

pengungkapannya di dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan

30 Muhammad Arsyad, Wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.
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ketentuan yang berlaku, sudah dilaporkan secara benar. Kalau
menyangkut anggaran tentu sebelum transaksi terjadi ada mekanisme
anggaran dan memastikan bahwa anggaran-anggaran itu, pertama
mereka mengajukan anggaran harus memastikan atau SPI memastikan
bahwa itu ada di dalam anggaran tahunan yang mereka buat, SPI
melakukan pengecekan satu-satu, ini ada, ini tidak ada misalnya. Ada
anggaran-anggaran baru, ini anggaran baru apa?, ditanyakan biasanya,
ini apa? Apa reasoningnya (alasannya) ada anggaran ini? Kenapa
harus ada mata anggaran baru?, padahal tidak ada anggaran tahunan
misalnya. Pada sisi realisasinya SPI juga ingin memastikan bahwa
anggaran itu terealisasi ataukah tidak, terserap ataukah tidak. Apakah
sesuai dengan mata anggaran sebelumnya, misalnya dianggarkan LPF
proposalnya studi banding, tapi yang terjadi tidak kemana-mana tapi
keluar biayanya. Ternyata yang keluar nota-nota pengeluaran taman
safari, taman ini, taman ini. Atau anak-anak ada studi kontekstual,
studi wisata, istilahnya bisa macam-macam, apakah benar terjadinya
seperti itu, itu yang yang SPI lihat, baik dari sisi penerimaan maupun
pengeluaran. Kalau dari sisi penerimaan misalnya untuk SPP apakah
semua SPP sudah dicatat? apakah ada yang tidak tercatat? Apakah
semua masuk bank? Apakah ada yang lewat kasir misalnya. Untuk
yang lewat kasir apakah sudah dicatat atau belum?. Kalau di masjid

juga begitu, dan sebenarnya lebih rawan di masjid. Karena secara
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pemasukan tidak terprediksi, karyawan dengan beragam tingkat
pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan jamaah dalam
memberikan infagnya saat malam hari ketika petugas atau pengurus
masjid sedang tidak ditempat. Otomatis hal tersebut harus
didelegasikan ke petugas keamaanan yang jaga malam. Titik
rawannya adalah ketika jamaah yang menyumbang tidak mau diberi
kuitansi atau tanda terima resmi.

Jadi standar umumnya, setiap pengeluaran harus dicatat, setiap
penerimaan juga harus dicatat pada waktunya pada saatnya, jadi
jangan ditunda, karena masalah keuangan ini tertunda mencatat itu
bisa jadi lupa. Itu kesalahan fatal ketika ada penerimaan apapun tidak
segera dicatat, atau tidak segera dibuatkan bukti-buktinya. Oleh
karena itu, bukti transaksi menjadi sesuatu yang vital di dalam
keuangan itu, evidence (bukti), istilahnya verifiable objective evidence
(bukti objektif yang dapat diverifikasi) dalam teori audit. Itu penting
bagi SPI, bukti internal lebih lemah dari bukti eksternal.

Di lapangan semua auditor pasti pernah menjumpai bukti-bukti
yang abu-abu, misal kuitansi ditandatangani oleh orang yang salah
atau tidak ditandatangani oleh penerima akhir. Dalam prakteknya di
masjid honor-honor penceramah tidak ditandatangani oleh penerima
akhir, dalam hal ini penceramah. Pihak yang menandatangani adalah

bagian dakwah, kemudian diserahkan ke penceramah dalam amplop,
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mengingat hal tersebut cukup sensitif dalam dakwah. Tapi meski
demikian ada data pembandingnya yaitu tanda tangan presensi
penceramah yang hadir mengisi. Sehingga bisa dibandingkan antara
kehadiran penceramah dengan jumlah uang yang keluar. Hal tersebut
juga terjadi di LPF ketika kepala sekolah harus memberikan transport
ke pengawas dari diknas yang datang ke LPF. Akhirnya ada beberapa
kuitansi yang ditandatangani kepala sekolahnya sendiri.

Seluruh arsip bukti-bukti transaksi yang lengkap ada di masing-
masing unit/lembaga. Termasuk yayasan dan unit atau lembaga
memiliki bukti kas keluar (BKK), bukti kas masuk (BKM), bukti bank
ada untuk bukti transaksi masuk, keluar dan setor ke bank. Jadi
biasanya kalau untuk sampai ke persetujuan anggaran itu tidak perlu
sampai ke yayasan. Biasanya cukup dicek SPI, selama tidak ada
persoalan yang signifikan selama bulan itu dianggap beres. Kalau
sudah realisasi mereka mengirimkan laporan realisasi ke-SPI yang
diajukan bagaimana, kemudian realisasinya berapa, selisihnya apa,
berapa, dan kenapa ada selisih. Biasanya mereka juga diminta
mengirimkan bukti-bukti pengeluaran misalnya, bukti kas dan bukti-
bukti pendukung lain, kemudian direview. Selama tadi tidak ada hal
signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus dan tindak lanjut
maka dianggap cukup. Untuk bulan berikutnya jalan lagi. Selama ini

memang fokus SPI lebih banyak ke LPF, karena disana besar dan
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perputaran uangnya juga cepat. Tapi bukan berarti yang di masjid ini
tidak, SPI juga sehari-hari banyak berinteraksi dengan mereka yang
ada di keuangan masjid. Jadi karena kantornya di masjid akhirnya
lebih sering ketemu dengan mereka. Biasanya ada hal-hal tertentu
yang menyita perhatian akhirnya ikut mendengar. Kalau di LPF
karena tidak satu kantor, maka SPI baru tahu jika melihat laporan, jika
ada yang signifikan, SPI akan melakukan pengecekan langsung ke
LPF.

Untuk gaji karyawan karena murni bukti internal, maka
ditandatangani oleh karyawan sendiri, lain halnya untuk gaji yang
menggunakan menggunakan payroll (daftar gaji/gaji langsung transfer
lewat bank) lebih akurat. Dari sisi pengawasan lebih yakin bahwa ini
jelas masuk ke rekening masing-masing. Kalau gaji yang manual
ditandatangani sendiri, apa betul dia yang tanda tangan, jangan-jangan
orang lain, diwakili segala macam, apa itu yang bersangkutan tahu,
dan sebagainya. Untuk sistem payroll yang sudah menerapkan di
lembaga pendidikan/ LPF dan toko, untuk masjid dan lembaga kursus
masih belum.

Untuk print numbered penomeran urut tercetak itu salah satu
unsur pengendalian internal yang bagus untuk dokumen. Selama ini
BKK dan BKM yang menggunakan sistem print numbered ini beda-

beda setiap unit atau lembaga, untuk di lembaga pendidikan/LPF
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nomer itu dicetak oleh sistem, mereka sudah menggunakan software
akuntansi. Untuk masjid masih belum, tapi tanda terima untuk zakat,
infaq, shodaqoh itu print numbered bernomer urut tercetak. Tapi kalau
bukti kas keluar dan masuk, itu semua dinomeri sendiri. Jadi untuk
penerimaan itu saja yang terkontrol. Untuk lembaga kursus juga masih
belum.

Memang SPI juga mengakui bahwa LPF lebih lebih berkembang
organisasinya, kemudian sistemnya juga sudah berkembang, termasuk
semacam pengendalian dokumen juga lebih berkembang, dan
kelengkapan organisasi juga lebih lengkap disitu. Bagian SDM itu ada
sendiri, beberapa orang yang mengurusi gaji, dia fokus disitu
mengurusi kepegawaian, dan sebagainya. Memang idealnya seperti itu
untuk se-level LPF harus punya manajemen organisasi yang lebih baik
dibandingkan dengan yang lain.

Untuk menjadikan LPF sebagai contoh agar lembaga lain bisa
mengikuti sepertinya belum kelihatan usaha semacam itu. Kemarin Al
Falah bekerja sama dengan konsultan sebetulnya, sudah mengarah ke
pemerataan sistem tapi hasilnya juga belum kelihatan. Berkaitan
dengan sistem akuntansi saja, di LPF sudah ada sistem akuntansi yang
sudah cukup mapan, begitu dengan konsultan malah membuat sistem

yang baru.
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SPI dan Al Falah awalnya berharap, sistem yang ada di LPF saja
kita kloning atau sehingga bisa infegrated (terintegrasi) dengan di
masjid, tapi ternyata konsultan membuat sendiri. Hal itu sudah terliaht
tidak berhubungan, sudah berbeda, termasuk dalam hal pengelolaan
SDM, di LPF lebih lengkap, lebih rapi, di masjid baru mengarah
kesitu. Memang idealnya desain organisasi atau Perencanaan Strategis
(Renstra) itu dari pusat kemudian diteruskan sampai ke bawah, sampai
ke level yang lebih teknis. Di Al Falah ini yayasan belum membuat
Renstra, terus sekian tahun ke depan, jangka panjang, jangka
menengah. Menurut Pak Arsyad, sebenarnya Al Falah dengan
konsultan sudah mengarah kesana tapi sampai sekarang belum
kelihatan hasilnya belum kelihatan tindak lanjutnya. Masih disibukkan
untuk mengurus kondisi sekarang, dan yang lalu, ada PR di masa lalu
yang juga menuntut penyelesaian. Sehingga kedepannya sudah tidak
terurus, pengurus yang baru ini sudah jalan hampir satu tahun
setengah. Untuk berpikir kedepan butuh konsentrasi lagi, dan dalam
pandangan pengurus itu porsinya pembina yang seharusnya bisa
berpikir langkah jauh kedepan seperti apa.

Menurut Pak Arsyad, pembina seharusnya tidak disibukkan dengan
hal-hal yang sifatnya teknis operasional sehari-hari, karena lebih
banyak mengurusi pembinaan, dan fungsi-fungsi yang tadi itu melihat

kedepan dibuat seperti apa. Kalau pengurus fifty-fifty (50:50),
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pekerjaannya juga banyak berpikir masa sekarang, masa lalu, dan
masa datang.

Sehingga hingga saat ini perbaikan sifatnya parsial dan ketika ada
masalah di satu sektor, biasanya dicarikan penyelesaiannya bagaimana
dan berlaku hanya di sektor itu saja, tidak menyeluruh. Kalau yang
bisa diperlakukan secara umum, diperlakukan secara umum, tapi kalau
hanya di satu sektor maka hanya disektor itu saja. Biasanya hal itu
juga menjadikan pengurus dan pembina terjebak pada hal-hal yang
sifatnya administratif. Pekerjaan semacam pengawasan dan SPI oleh
komite audit, termasuk oleh akuntan eksternal seringkali terjebak pada
hal-hal yang administratif dan itu berulang temuan-temuan
administratif tersebut. Tahun ini ketemu, tahun depan ketemu lagi,
terjadi lagi, karena tidak diselesaikan penyebab kesalahan
administrasinya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan, sehingga
tahun depan terulang lagi, menjadi masalah dan seterusnya. Banyak
temuan-temuan akuntan internal, akuntan publik ke Al Falah terkait
masalah yang sifatnya administratif, tidak ada SOP, tidak ada aturan,
kebijakan tertentu, ada pengeluaran yang tidak didukung oleh
dokumen persetujuan, dan berputar-putar disitu saja.

Keberadaan konsultan dari Universitas Internasional Semen
Indonesia (UISI) menurut Pak Arsyad sendiri merasa kurang lengkap

surveynya. Mereka surveynya masih kurang, dan seharusnya mereka
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masuk ke masing-masing, melihat sampai detail apa yang dilakukan
disana, di LPF bagaimana, di masjid bagaimana, di lembaga kursus
bagaimana, berbagai macam sistem, prosedur teknik yang berbeda-
beda itu kemudian diarahkan. Apakah mau diseragamkan ?, atau
apakah mengikuti yang sudah ada. Idealnya tidak dicampur dan ada
klasifikasi, LPF bagaimana sistemnya, di masjid, serta di kursus
bagaimana sistemnya. Kalau konsultan membuat penyeragaman
berarti harus disiapkan untuk seragam semua, permasalahannya apa
mungkin hal tersebut dilakukan. Jadi yang ada di tiap unit/lembaga
jika terlihat tidak bisa diaplikasikan atau mungkin tidak berhubungan
dengan kondisi sekarang, bisa dikarenakan konsultan kurang
melakukan survey lebih mendalam. Faktanya memang berbeda-beda,
di tiap unit/lembaga, di masjid dengan di LPF berbeda, prosedur
penggajian tidak sama satu sama lain. Tanggal gajiannya juga tidak
sama, di masjid tanggal 1 di LPF tanggal 25.

Secara harapan yayasan dan konsultan memang sebisa mungkin
diseragamkan, dengan sesuatu yang baru atau mengambil salah satu
yang sudah settle (mapan) misalnya sistem yang sudah ada di LPF.
Tapi menurut Pak Arsyad tetap melihat kondisi yang ada di masing-
masing unit yang memang berbeda-beda dan idealnya sistem dibuat
untuk masing-masing. Jadi ada SOP khusus untuk lembaga

pendidikan Al Falah, SOP untuk masjid, SOP untuk lembaga kursus
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Alquran, dan sebagainya, karena memang kegiatannya dan
karakternya berbeda-beda, meskipun sama-sama service (pelayanan)
atau jasa.

Dalam praktek keuangan di Al Falah Pak Arsyad memandang
kadang rancu antara yayasan dan masjid atau ketakmiran. Untuk hal
yang terkait fisik masjid ini masuk dalam takmir. Bu Fitri itu
merupakan bagian dari akuntansi keuangan khusus masjid ini saja,
kalau untuk keseluruhan yayasan nanti di akhir di susun dan dihimpun
dalam laporan keuangan gabungan oleh Bu Icha secara tahunan, tiga
bulanan tergantung kebutuhan. Kalau keuangan keseluruhan yayasan
sifatnya menghimpun laporan keuangan saja yang dilakukan oleh Bu
Icha. Mulai dari menseragamkan pola keuangan, memasukkan ke
dalam akun dengan berbagai karakter transaksi, dan seterusnya.
Lumayan menyulitkan juga, Bu Icha bisa mengerjakan laporan
keuangan dalam waktu berbulan-bulan. Dulu Pak Arsyad yang
mengerjakan laporan keuangan gabungan tersebut, sekarang
dikerjakan Bu Icha. Kalau Pak Kholis bagian yang memegang uang
atau kasir masjid saja, kalau keuangan keseluruhan istilahnya bukan
kasir, tapi yang memegang cek itu Bu Icha. Bu Icha memegang cek
seluruhnya, punyanya LPF, lembaga kursus, dan masjid Al Falah. Bu
Icha yang menuliskan cek, nanti melalui tanda tangan otorisasi

pengurus terkait. Representasi adiministrasi keuangan yayasan secara
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keseluruhan ada di Bu Icha. Bu Icha bisa mengeluarkan uang atas
persetujuan pengurus melalui cek tersebut. Pak Kholis hanya kasir
masjid, nanti LPF, LKF memiliki kasir atau pihak yang menyimpan
uang anggaran sendiri-sendiri. Uang masjid sendiri bentuknya macam-
macam, uang infaq, zakat, brankas infaq yang besar, hasilnya itu nanti
semua disetor di bank masuk rekening masjid atas nama yayasan.
Untuk otorisasi pencairan tetap melalui jalur pengurus yayasan. Tidak
ada brankas atau orang khusus yang menampung uang semua unit,
seluruh uang-uang unit-unit dalam jumlah besar tersebut dikumpulkan
di bank dengan rekening masing-masing unit atas nama yayasan
masjid Al Falah dengan otorisasi pengurus yayasan.

Secara umum kendala dalam penerapan SPI lebih banyak pada
kebutuhan waktu dan tenaga yang lebih besar, apalagi saat ini hanya
satu orang, kemungkinan tidak bisa menjangkau semua. Kalaupun
ingin menjangkau semua kemungkinan hanya kulit-kulitnya saja yang
dikerjakan, tidak sampai detail mendalam. Masalah itu muncul ketika
ada tuntutan agar SPI melakukan pengawasan secara detail dan
mendalam dan menyeluruh sedangkan SDMnya hanya satu orang saja.
Sebenranya butuh SDM yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi
tersebut jika ingin mendalam. Memang sudah ada ide untuk
menambah SDM SPI, tapi sepertinya belum sampai direalisasikan

sampai kesitu. Sebetulnya pekerjaan SPI bisa jadi sangat banyak
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seiring dengan banyaknya unit-unit lembaga yang akan diawasi dan
diaudit. Jadi jika SDMnya cukup, bisa dibagi-bagi berdasarkan tiap
unit tersebut, atau dibagi berdasarkan audit keuangan sendiri dan audit
operasional sendiri, tergantung kebutuhan. Dengan kondisi saat ini,
dengan waktu yang tersedia jelas tidak bisa menjangkau semua hal.
Persoalan lain adalah Al Falah selama ini belum memiliki sistem
keuangan yang mapan, keberadaan SPI itu sebenarnya menjamin
sistem itu berjalan. Ketika sistem itu belum ada, maka SPI itu bisa
bekerja tapi belum maksimal, dia hanya bekerja berdasarkan standar
umum sebagaimana umumnya digunakan di perusahaan atau lembaga.
Sehingga dalam prakteknya tidak bisa merujuk pada SOP tertentu
yang bersifat khusus sesuai lembaga AL Falah tapi rujukannya umum
sebagaimana yang digunakan di luaran sana. Tapi jika ada SOP
khusus semisal di masjid terkait dengan pengelolaan gaji, maka ketika
ada yang tidak dipatuhi SPI akhirnya jelas merujuknya pada SOP yang
mana, point yang mana yang tidak diikuti.

Memang banyak yang harus dibenahi terkait program kerja,
penataan administrasi, pengawasan-pengawasan unit terkait anggaran,
laporan keuangan yang sesuai standar, dan sebagainya. Memang
rekomendasi yang paling baik itu adalah rekomendasi yang berjangka
panjang, bukan hanya yang praktis dan administratif jangka pendek.

Temuan-temuan kesalahan kecil yang tidak dibenahi dari dasarnya



102

maka akan berulang terus, maka perlu penataan ulang terkait sistem
dan SOP yang bagus. Selain itu, aspek kualitas tenaga pelaksana juga
harus dijaga dan ditingkatkan, fungsi akuntansi dijalankan oleh orang
yang kompeten. Memang faktanya akan sulit mencari orang yang
memiliki kompetensi tinggi yang mau bekerja di lembaga seperti Al
Falah, mereka akan lebih memilih dan tertarik perusahaan profit yang
menjanjikan gaji yang tinggi. Oleh karena itu, yang ada ini perlu
dimaksimalkan, dibina, dilatih dengan keterampilan agar bisa bekerja
dengan baik. Pak Arsyad pernah menyampaikan ke teman-teman lain
di bagian keuangan bahwa prinsipnya bekerja di keuangan itu tidak
boleh salah, kalau ada selisih harus dicari sampai ketemu, harus benar-
benar teliti dan hati-hati. Proses keuangan harus diteliti setidaknya dua
kali, di cek ulang, dibantu pengurus untuk menelaah, dibantu rekan
sejawat untuk menghitung jika dirasa kurang. Ketelitian dan kehati-
hatian harus terus dijaga karena dampaknya terhadap perkembangan
lembaga sangat besar. Pembenahan yang paling bagus ada
pembenahan ke arah sistem, jika tidak senuhnya dilakukan maka tiap

tahun akan mengulang hal sama terus menerus.
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d. Wawancara dengan ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE., MAk. Selaku staff
bagian laporan keuangan gabungan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.’!

Dalam proses sinkronisasi dan konsolidasi laporan keuangan di
tiap unit menurut bu Nurizza (bu Icha) memang banyak yang harus di
konsolidasikan. Sebagaimana kata pak Machfud tiap unit punya
warnanya sendiri akhirnya mereka membuat akunnya sendiri yang
sesuai dengan kondisinya mereka. Ketika laporan masuk, karena yang
dari LKF ada seperti ini akunnya, dari LPF juga unitnya sudah
banyak, jenjangnya sudah banyak akhirnya akunnya jadi lebih banyak,
dan dari masjid hanya begitu, tidak serumit LPF, kemudian digabung
jadi satu otomatis bagian laporan keuangan gabungan memiliki nama
dan nomer akun tersendiri lagi untuk laporan keuangan konsolidasi.
Hal tersebut untuk menyeragamkan dan memudahkan pembuatan
laporan keuangan. Karena memang sudah terbiasa jadinya hafal
dengan tiap nomer akun ini punyanya unit mana, kemudian
penggunaannya untuk apa, dan sebagainya.

Untuk kendalanya dalam proses pembuatan laporan keuangan
gabungan lebih ke konsentrasi karena berkaitan dengan angka,
sedangkan kondisi di Al Falah itu kadang tidak kondusif. Di ruangan

kerja bagian keuangan banyak orang yang keluar masuk. Jadi ketika

31 Nurizza Arsyi Isnaini, Wawancara, Surabaya 31 Mei 2019.
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pembuatan laporan keuangan lebih sering mengungsi di tempat unit
yang lain, agar lebih tenang. Kemudian kendala selanjutnya lebih
kepada SDM keuangan yang ada di unit atau lembaga yang bukan dari
akuntansi. Tapi sekarang sudah mulai terbiasa dengan penjurnalan
akhirnya bisa mengikuti.

Kalau untuk hal teknis pembuatannya belum banyak masalah,
hanya saja yayasan Al Falah ini belum punya sistem, jadinya lebih
panjang alur prosesnya. Kalau misalkan dari sistem input ini langsung
jadi. Kalau misalkan belum pakai sistem harus balik ke excel dulu.
Maksud dari sistem disini adalah software akuntansi. Karena sangat
memudahkan untuk unit yang menginput dan juga pihak yang
membuat laporan keuangan gabungan. Dengan adanya sistem, update
angkanya bisa real time, langsung bisa diketahui kondisi keuangan
yayasan. Kalau masih pakai excel harus menunggu sampai satu bulan,
tapi jika dibutuhkan bisa dilihat dalam setengah bulan.

Harapannya sistem nanti bekerjanya ketika setiap unit menginput,
bu Icha selaku pihak yang membuat laporan keuangan gabungan bisa
mengetahui secara real time, sehingga terkoneksi satu sama lain.
Sehingga bukan hanya perusahaan saja yang memiliki sistem tersebut,
harapannya entitas non bisnis apalagi keagamaan Islam harapannya

bisa maju seperti perusahaan-perusahaan lain.
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Untuk resistensi dari unit di lapangan kadang muncul, tapi
senantiasa dimintai pertanggungjawaban terkait sikap resisten mereka
terhadap pengumpulan laporan keuangan tersebut. Kadangkala bu
Icha juga mencari data pembanding ke bagian yang lain terkait sikap
bagian keuangan tersebut, ada kemungkinan kress dengan agenda-
agenda yang ada di tiap unit. Jika unit tetap saja mengulur waktu
untuk tidak menyerahkan laporan keuangan, maka bu Icha akan
mendatangi langsung bagian keuangan di unit tersebut dan menunggu

agar segera memberikan laporan keuangannya.

e. Observasi Ruang Kerja Pengurus dan Ruang Pengawas Yayasan
Masjid Al Falah Surabaya.*

Selama penulis berada di ruang kerja pengurus, penulis mengamati
ada sekat-sekat yang membedakan antar meja kerja ketua pengurus
dengan bagian keuangan. Di dalam ruang ketua pengurus terdapat
meja kursi untuk kerja dan menerima tamu. Sedangkan di ruang
bagian keuangan hanya meja kerja saja. Suasananya cukup tenang di
ruang ketua pengurus, hanya saja di ruang keuangan penuh dengan
meja dan lalu lalang pengurus serta tamu melewati ruangan tersebut.
Untuk ruang pengawas terpisah di lantai 2 dekat dengan ruang

perpustakaan, sehingga lebih tenang dan tidak banyak diakses orang.

32 Lugman Kurniawan, Observasi, Surabaya 20-21 Mei 2019.
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C. Pelaksanaan Audit Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
1. Proses Perencanaan Audit Keuangan

a. Wawancara dengan bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak selaku

ketua pengurus dari Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.
Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Machfud diatas bahwa
Job deskripsi dari SPI dimulai dari membuat audit planning
(perencanaan audit). Bulan ini mengaudit apa saja, misalkan Januari,
untuk fokus audit apa saja, Februari apa saja, dan seterusnya. Hal
tersebut juga disesuiakan dengan agenda masing-masing lembaga
yang diaudit oleh SPI. Kemudian SPI melakukan audit atau kontrol
terhadap semua aspek keuangan yang ada di lembaga-lembaga di
bawah yayasan. Secara umum SPI tugasnya adalah mengamankan
harta aset-aset yayasan. Aset disini bukan hanya bangunan saja, tapi
bisa berupa uang, sarana, kendaraan, atau yang berupa dokumen-

dokumen.

b. Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. selaku
komite Audit Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.’*

Menurut bu Nur Syamsi dulu pertama kali ketika beliau di bagian

pengawas, tugas beliau lebih banyak menjadi pansehat keuangan

khususnya untuk keperluan pengambilan kredit serta memberikan

33 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.
34 Nur Syamsi Hisjam, Wawancara, Surabaya 23 Mei 2019.
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opini terkait kewajaran laporan keuangan. Kemudian pihak yayasan
menggunakan auditor eksternal dalam hal ini Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan fungsi audit, namun karena saat itu nilai aset belum
mencapai 20 milyar, maka auditor eksternal tidak memberikan
pendapat. Kebetulan saat itu kondisinya yayasan baru membangun
gedung SD LPF. KAP lebih banyak memeriksa sistem pengendalian
internalnya. Baru sejak tahun 2012 benar-benar diperiksa oleh akuntan
publik berdasarkan laporan keuangan tahun 2012.

Sebagai komite audit yang rutin dilakukan adalah pemeriksaan
pengajuan anggaran-anggaran. Setelah diteliti dulu oleh SPI
selanjutnya diteliti oleh komite audit. Diperiksa semua anggarannya
termasuk kelengkapan dokumennya. Misal ada pengajuan anggaran
100 juta, maka diperiksa ada usulan anggaran sebelumnya atau tidak,
digunakan untuk alokasi apa, diperiksa kelengkapan dokumennya,
penanggung jawabnya siapa. Hal tersebut rutin diperiksa, terutama
untuk LPF, karena anggaran dananya yang paling besar.

Bu Nur Syamsi selaku komite audit memang menyadari bahwa
tidak membuat program kerja khusus untuk komite audit, karena tidak
sempat membuat. Tapi karena kita sudah terbiasa mungkin sudah
tidak menggunakan program kerja lagi. Komite audit dirasa tidak
perlu program kerja karena proses audit sudah menjadi insting apa

saja yang perlu diperiksa. Misal terkait pendapatan sekolah langsung



108

saja diminta data teknisnya atau gaji, kemudian diminta SK-SK
pengangkatan pegawai, SK gaji terakhir, pengajuan anggaran seperti
biasanya. Jadi sistem kerjanya komite audit otomatis, lebih
diprioritaskan kepada hal-hal yang material. Jadi misalnya sering ada
pengaduan dari karyawan terkait anggaran atau keuangan, maka
komite audit langsung berkomunikasi dengan pengawas atau pembina,

agar bisa segera diperdalam masalah keuangan tersebut.

c. Wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA. selaku
SPI (Satuan Pengendali Internal) Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.®

SPI dalam proses audit tidak selalu ada proses perencanaan audit.
Untuk audit yang sifatnya spesifik biasanya masuk dulu, jalan dulu
kemudian prosedur dipikir belakangan, hal tersebut memang kurang
tepat, idealnya direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Idealnya
audit memang direncanakan dengan baik, disupervisi dengan baik,
kalau melibatkan staff harus disupervisi dengan baik. Kadang di
lapangan juga mengalami kress audit, bidang satu belum selesai, ada
bidang lain yang harus diaudit, kadang SPI masih mengerjakan audit
laporan, salah satu unit sudah masuk mengajukan anggaran baru yang

harus diaudit. Anggaran baru tersebut harus segera diaudit agar

35 Muhammad Arsyad, Wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.
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dananya segera cair, sehingga kadang ada hal yang harus didahulukan,
dan hal yang harus ditinggal dalam beberapa hari. Jika pekerjaan
menumpuk maka kadang pekerjaan audit tersebut dibawa Pak Arsyad
pulang ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Prinsipnya Pak Arsyad
seluruh pekerjaan audit kalau dituntut segera selesai harus segera
selesai bagaimanapun caranya.

Kadang Pak Arsyad juga memikirkan terkait tugas SPI ini terlalu
melampaui batas/overlap kewenangan atau tidak terkait pengawasan,
karena secara undang-undang struktur resminya tidak ada SPI, yang
ada adalah Pengawas. Dalam prakteknya pengawas kadang sibuk,
memiliki aktifitas di luar, dan sulit untuk bisa melakukan pengawasan
secara intensif, maka SPI yang membantu pengurus dalam mengawasi
juga membantu komite audit dalam mengaudit pengurus, hal tersebut
bersifat backup dari tugas-tugas pengawas. Secara prinsip antara SPI
dan komite audit hampir sama satu sama lain yakni melakukan fungsi
pengawasan, hanya saja SPI lebih ke hal teknis.

Terkait guidance atau petunjuk, ketentuan audit keuangan dari
pimpinan yayasan tidak ada, SPI dan komite audit jalan sendiri,
membangun pola sendiri, membuat format dan kertas kerja sendiri,
karena mungkin dianggap sudah mengerti dan dipercaya oleh yayasan.

Proses pengecekan anggaran dilakukan oleh SPI kemudian di

review atau di verifikasi oleh komite audit, setelah itu baru ke
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pengurus. Komite audit hanya memberikan catatan-catatan
bersadarkan review SPI, untuk yang memperhatikan kalkulasi angka-
angka lebih banyak dilakukan oleh SPI. Proses pengawasan tersebut
tidak kaku tapi berjalan saling melengkapi, artinya pengawasan
berjalan sejauh apa yang bisa dilakukan SPI dan komite audit.

Secara schedule proses pengawasan dan audit dilakukan rutin tiap
bulan dimulai dari pemeriksaan/audit anggaran, pemeriksaan anggaran
dilakukan dua kali yakni saat pengajuan (awal bulan) dan realisasi
anggaran (tengah bulan). Audit sebenarnya belum benar-benar rutin,
karena audit internal sudah KAP yang melakukan. Untuk yang
bulanan dilakukan jika ada anggaran yang perlu ditelisik lebih dalam,
kadang sifatnya spesifik akun tertentu, pengeluaran tertentu, peristiwa
tertentu, misal LPF pernah melakukan pengadaan kelas baru, kelas
dan lain-lainnya bisa habis 1 M, ini perlu ditelisik dan diteliti satu
persatu. Pengecekan dilakukan atas kelengkapan dokumen,
penggunaan tender eksternal, dan sebagainya.

Standar audit yang digunakan Al Falah tidak berbeda dengan yang
digunakan akuntan publik dalam melaksanakan audit, misal standar
profesional akuntan publik, tapi hal tersebut berbeda dengan yang
dipakai di SPI sebagai audit internal, karena audit internal
pertanggungjawabannya ke internal, sedangkan akuntan publik ke

publik. Dalam hal-hal tertentu hampir sama, sikap dasar akuntan
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internal itu sama dengan sikap dasar akuntan publik, standar kerja
juga sama pada umumnya. KAP biasanya mengacu pada PSAK untuk
memastikan obyek yang diperiksa itu catatannya wajar atau memenuhi
standar. Kalau standar kerja terkait bagaimana bekerjanya seorang
akuntan publik acuan yang digunakan adalah Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP). Untuk auditor internal bisa dimodifikasi dari
hal-hal tersebut. Di dalam standar tersebut ada asersi-asersi yang harus
dipenuhi terkait completeness, keterjadian, kelengkapan, otorisasi,
yang mana harus dipenuhi di dalam laporan keuangan. Pada umumnya
hal tersebut bisa diaplikasikan di Al Falah. Setiap transaksi harus
dicatat dengan wajar dan benar, terdapat otorisasi dari pejabat yang
berwenang, dan sebagainya. Hanya saja yang membedakan antara
audit internal dan audit eksternal adalah kalau audit internal bersifat
membantu manajemen dalam memeriksa keuangan karena auditor
berasal dari orang dalam atau internal lembaga. Hal tersebut dilakukan
agar kesalahan penyajian minimal, memastikan pengendalian internal
dipatuhi sebagaimana tugas SPI. Selain itu audit internal tidak
menerbitkan opini, sedangkan auditor eksternal menerbitkan opini
wajar atau tidak wajar dan sebagainya. Sebenarnya luas sekali audit

internal itu.
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2. Proses Kerja Lapangan Audit Keuangan
a. Wawancara dengan bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak selaku
ketua pengurus dari Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

Sekarang ini (20 Mei 2019) sedang dilakukan audit keuangan
yayasan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebenarnya seluruh
laporan keuangan yang akan diaudit harusnya masuk awal Mei
kemarin, namun ternyata akuntan publik sebelum tanggal 22 Mei 2019
mendapatkan tugas untuk mengaudit dana kampanye partai politik.
Oleh karena itu auditor yang melakukan audit keuangan yayasan tidak
bisa mengaudit awal Mei dan baru bisa sekarang. Nanti hasil akan
keluar satu bulan kemudian setelah seluruh berkas dan laporan
keuangan yang diaudit diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP).

Ketika proses audit keuangan oleh KAP setiap yayasan atau
perusahaan, membutuhkan pasangan yang menemani KAP atau
auditor eksternal yang dalam hal ini yang tepat adalah SPI dan komite
audit. Hal tersebut karena mereka yang mengetahui masalah internal
khususnya terkait keuangan. Nantinya KAP akan masuk menanyakan
perihal masalah-masalah internal dan harus diberitahu oleh SPI. Jadi
SPI itu counterparmya (rekanan) KAP atau auditor eksternal. Ketika
KAP atau Kantor Akuntan Publik masuk dan membutuhkan beberapa

data, yang menemani akuntan bekerja adalah SPI dan komite audit.

36 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.
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Namun KAP juga boleh menanyakan perihal keuangan ke para
pengurus sejauh dibutuhkan.

Untuk audit di internal, karena SPI hanya satu orang maka jika
tidak ada indikasi bisa jadi tidak perlu rutin, nanti butuh waktu
panjang dan menghabiskan tenaga. Untuk sekarang ini yang rutin
adalah pengajuan-pengajuan anggaran itu diperiksa kemudian
dikontrol mulai awal. Kalau mengaudit ke Poliklinik kadang mungkin
bisa saja tidak rutin, karena tidak ada pelaporan. Ketika ada
penerimaan atau pengajuan anggaran ketika itu diaudit dan
dilaporkan. Tapi kalau selama berjalan lancar-lancar saja, maka lebih
bagus untuk mengaudit yang lain. Audit khusus baru dilakukan jika
ada indikasi yang tidak beres atau ada hal tertentu.

Proses audit internal dilakukan masing-masing tergantung
kebutuhannya. Kalau masalah penerimaan dan pengeluaran kas ke
bendahara masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan pihak
lain yang terkait dengan transaksi. Misal bendahara atau kasir masjid
menghadap, terkait setoran dari poliklinik minggu ketiga April hanya
ada dua juta, padahal penerimaannya empat puluh juta. Maka
kemudian SPI bertanya ke kasir masjid untuk memastikan benar
tidaknya pencatatan transaksi tersebut. Kemudian kasir masjid
menemui Poliklinik untuk melakukan konfirmasi dan seterusnya.

Seperti itulah prosesnya, ditelusuri kaitan dan hubungan kronologis
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transaksi tersebut dan tergantung dari kasus-kasus transaksi yang
muncul. Tugas SPI melakukan investigasi atau penelusuran kronologis
transaksi tersebutu dan melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait
beserta dokumen penunjangnya. Untuk itu, SPI dan dibantu komite
audit diperbolehkan melakukan penelusuran hingga ke struktur paling
bawah, hanya saja dalam prakteknya kadang waktunya tidak
mencukupi. Memang idealnya Al Falah ini ada dua orang SPI atau

komite audit, sehingga bisa diatur pembagiannya.

b. Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. selaku
komite Audit Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.’’

Menurut bu Nur Syamsi, saat proses audit keuangan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) posisi komite audit dan SPI adalah sebagai
counterpart (rekanan), dalam hal ini melayani kebutuhan KAP. Jika
SPI kurang memahami data yang ada, maka pihak auditor
eksternalnya menanyakan ke komite audit.

Komite audit itu sebetulnya menghubungkan antara pengawas
dengan pembina dan pengurus, jadi posisinya di tengah-tengah
sebagai mediator. Ketika ada masalah, komite audit menangani
terlebih dahulu, kemudian komite audit menyatukan pihak-pihak

tersebut, utamanya dalam hal ini membantu tugas dewan pengawas

37 Nur Syamsi Hisjam, Wawancara, Surabaya 23 Mei 2019.
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yayasan. Misalnya pembina menghendaki kebijakan tertentu,
kemudian dikomunikasikan dan rapat dengan pengawas. Ketika ada
masalah maka komite audit rapatkan dengan pengawas dan pembina,
tapi sebelum ke pembina, pengawas rapat terlebih dahulu dengan
komite audit. Ketika ke pembina sudah siap dan sudah memiliki
masukan-masukan yang diperlukan.

Selama ini komite audit lebih banyak di aspek keuangan, jika
aspek non keuangan nanti laporannya langsung ke pengurus. Komite
audit memberikan teguran kepada pengurus terkait kinerja sesuai
dengan undang-undang yayasan. Walaupun komite audit itu pengawas
dalam aspek keuangan, non keuangan juga ditangani. Jadi jangankan
mengurusi karyawan yang tidak disiplin, demo yang dulu pernah
dilakukan oleh siswa SD Al Falah karena ada guru favorit yang
diberhentikan juga pernah ditangani komite audit. Pijakan yang
digunakan adalah undang-undang yayasan No. 16 tahun 2001 atau No.
28 tahun 2004.

Komite audit sudah terbiasa bertugas dalam audit atau pengawasan
akan tetapi tidak sempat merinci tugas-tugasnya seperti apa saja. Tapi
kalau diuraikan secara umum sebagai partner antara pengawas,
pengurus dan pembina dalam memberikan masukan-masukan terkait
keuangan maupun non keuangan. Kedua melakukan verifikasi / audit

terhadap anggaran yang diajukan oleh unit-unit, mengevaluasi dan
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memberikan saran-saran perbaikan apa yang perlu dilengkapi, dan
yang harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga audit laporan keuangan
sebelum diaudit oleh pihak eksternal. Selanjunya audit atas kegiatan-
kegiatan tertentu jika dianggap ada masalah di dalamnya.

Misalnya ada uang yang tidak disetor tiap bulan, terus kemudian
dibuka beberapa rekening dan sebagainya. Komite audit kadang
melakukan audit khusus terhadap masalah-masalah keuangan yang
ada, misalnya masalah piutang tagihan siswa yang menunggak. Jika
laporan keuangan sudah rutin dilakukan, terkait keuangan yang ada di
neraca, di rugi laba atau laporan penerimaan pengeluarannya lembaga
kursus dan masjid diperiksa secara umum. Tapi kalau misalnya di
laporan keuangan ada piutang siswa tagihan kepada siswa sampai
tunggakannya itu hampir 1 milyar tidak tertagih, maka kemungkinan
ada fraud (penipuan/manipulasi/kesalahan keuangan) disitu. Jadi
harus diperiksa dan diteliti secara khusus. Kemudian komite aduit
melaporkan, kemudian komite meminta untuk dibuatkan umur
piutang, dievaluasi betul yang lebih dari setahun, yang kurang dari
setahun itu dirinci lagi kurang dari 8 bulan, dari 6 bulan, terus
bagimana tindak lanjut dari LPF Lembaga Pendidikan Al Falah
tersebut.

Selain itu, masalah aset juga diaudit, meskipun bukan masalah

keuangan tapi ada di laporan keuangan. Misal komite mendapatkan
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laporan bahwa ada barang yang hilang maka kita kita bantu, jadi tetap
memberikan masukan, kemduian monitoring, kemudian tindak
lanjutnya. Sekarang yang sedang dikerjakan komite audit terkait
dengan pembina, pengawas yang kadang tidak sempat
menindaklanjuti usulan-usulan yang ada. Begitu pula pengurus yang
kadang tidak menindaklanjuti usulan dari komite audit. Karena sudah
menjelang akhir periode seluruh laporan keuangan di kumpulkan
semua beberapa tahun yang lalu yang belum diaudit. Nanti komite
audit akan tetap minta bagaimana tindaklanjutnya, apakah sudah
dibuatkan atau sudah ditagih piutang yang belum ? Apa sudah ada
pernyataannya?, dan sebagainya.

Jadi sepertinya ada semacam ketidakcocokan dalam proses
penegakan aturan dan upaya tindaknjut hasil audit dari komite audit
dengan pihak pembina dan pengurus. Sehingga hal tersebut kurang di
respon cepat oleh pihak pembina dan pengurus. Menurut bu Nur
Syamsi sepertinya ada ketidakkompakan dalam pembina, sehingga
perlu waktu untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. Seluruh proses
audit yang dilakukan oleh komite audit tersebut sudah melewati
pengecekan dokumen keuangan, jurnal kas, dan buku kas. Hal tersebut
sudah terlihat jelas bagi komite audit.

Menurut Bu Nur Syamsi, Idealnya pengawas itu tidak cuek. Bukan

berarti sudah ada pengawas itu akhirnya bagus, keliru juga. Perlu
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ditegaskan harus tidak ada hubungan istimewa antara pembina,
pengawas dan pengurus. Pentingnya pengawasan itu untuk
mendukung apa yang ada dalam Alquran surat Al Baqgarah ayat 282.
Ada yayasan yang punya pengawas tapi tenang-tenang tidak banyak
bereaksi itu kurang tepat dan tidak bisa dijadikan patokan untuk
meningkatkan kualitas administrasi. Ada juga pengawas yang sudah
aktif tapi tidak berdaya untuk menegur karena yang akan ditegur
memiliki hubungan istimewa, dan secara kultur lembaga lebih
menekankan aspek kepercayaan, kekeluargaan.

Sesuai undang-undang, penggunaan aset harus ada persetujuan
pembina, bukan hanya satu orang pembina tapi semua pembina lewat
rapat dewan pembina. Dalam prakteknya memang sulit dan banyak
yayasan dalam prakteknya tidak tertib, saran yang bisa diberikan lebih
kepada kesadaran dalam menyelenggarakan administrasi yang baik,
andal, dan dapat dipercaya itu perlu ditegakkan di seluruh yayasan.

Agar laporan keuangan tidak terlambat sesuai dengan undang-
undang yayasan nomer 16 tahun 2001 maka bu Nur Syamsi merasa
yayasan perlu menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana
komputer berikut aplikasi keuangan (aplikasi gaji, aplikasi aset,
aplikasi laporan keuangan, akuntansi tiap jenjang, dan sebagainya)
yang menunjang, kemudian menyusun jadwal pembuatan laporan

keuangan. Idealnya laporan keuangan itu selesai akhir Januari hingga
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pertengahan Februari, dan diperiksa oleh pihak internal. Hal tersebut
juga menyesuaikan dengan unit yang dimiliki yayasan, jika unit-
unitnya banyak maka waktunya bisa lebih panjang. LKF itu dalam 3
periode itu keuntungan yang diperoleh bisa sampai 1,5 M. siswanya,
santrinya sekitar 4300 siswa. Proses audit selama ini hanya dilakukan
berdua dengan SPI. Proses pemeriksaan oleh internal bisa dilakukan

beberapa bulan sesuai dengan banyaknya laporan yang diperiksa.

c. Wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA. selaku
SPI (Satuan Pengendali Internal) Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.’®

Dalam proses audit keuangan yang dipegang SPI adalah prinsip-
prinsip umum dalam pemeriksaan keuangan. Prinsip dasarnya adalah
tiap transaksi harus didukung oleh bukti verifiable objective evidence
(bukti objektif yang dapat diverifikasi), kemudian transaksi harus
dicatat, transaksi harus diotorisasi oleh yang berwenang, dan dimana-
mana sama. Untuk hal-hal lain bersifat teknis sekali misalnya sampel
yang diambil berapa, dan sebagainya. Jadi pengeluaran itu harus
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, termasuk penerimaan juga.
Tidak boleh ada perangkapan fungsi, fungsi penerimaan tidak boleh

dirangkap oleh fungsi pencatatan, karena nanti berpotensi

38 Muhammad Arsyad, Wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.
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memanipulasi pencatatan, terima 10 dicatat 8. Bukti eksternal lebih
kuat dari bukti internal, transaksi sekecil apapun harus ada buktinya.
Untungnya Al Falah ini lembaga masjid yang berpijak pada nilai
Islam sehingga potensi orang berbuat curang dan segala macam itu
tetap ada tapi relatif kecil. SPI tetap berasumsi meskipun lembaganya
Islam tetap harus skeptis, ada asumsi mereka orang baik, makanya
resiko ketika audit eksternal, resikonya rendah, resiko kecurangan atau
fraud juga rendah di Al Falah meskipun tetap saja ada. Jadi dalam
audit menggunakan standar pengawasan yang umum, untuk teknis
akuntansinya menggunakan standar teknis akuntansi yang berlaku
selama ini.

Untuk standar pengawasan dan audit, Yayasan Masjid Al Falah
menggunakan standar pengawasan secara umum yang biasa
digunakan dalam semua entitas ekonomi dan akuntansi, yakni
transparansi, akuntabilitas, otorisasi (pengeluaran dan penerimaan).
Standart akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi non
profit, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntbilitas Publik
atau SAK ETAP. SAK ETAP biasa digunakan oleh perusahaan-
perusahaan publik yang kecil yang tidak go public, bukan instansi
pemerintah. Al Falah sebenarnya merupakan entitas publik tapi
sampai sekarang yang digunakan adalah SAK ETAP. SAK ETAP

secara laporan keuangan lebih simple, tapi hampir sama juga.
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Sebenarnya tidak ada perbedaan antara laporan keuangan dari tahun
ke tahun dari sebelum-sebelumnya, padahal ada yang menggunakan
SAK ETAP, hanya ada beberapa baris tambahan, ada item yang di
split diklasifikasi bagiannya, tapi secara prinsip tidak banyak berbeda.
Karena Al Falah merupakan entitas publik, ada keinginan untuk
mempublikasikan laporan keuangan yang sudah teraudit dengan opini
wajar tanpa pengecualian sesuai dengan undang-undang Yayasan.
Masalahnya laporan keuangan masih belum ideal, karena dari tahun
ke tahun masih saja ditemukan pengecualian-pengecualiannya.
Idealnya memang dipublikasikan ke masyarakat atau jamaah lewat
beberapa media.

Laporan keuangan Al Falah sudah mengadopsi format PSAK No.
45 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan
dengan selainnya laporan keuangan Neraca diganti Posisi Keuangan,
Laba Rugi diganti Aktifitas Keuangan, kemudian Arus Kas.
Seluruhnya sudah dirinci dan ditulis dalam laporan keuangan dengan
format PSAK No. 45. Ada laporan terikat dan tidak terikat, itu saja
yang membedakan dengan laporan laba rugi pada perusahaan profit
oriented pada umumnya. Kemudian muncul SAK ETAP yang juga
masih memakai format laporan aktifitas keuangan hanya saja ada
tambahan modifikasi. PSAK No. 45 format laporannya panjang sekali

tapi Al Falah tidak membuat format yang terlalu panjang, oleh KAP
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juga tidak dipermasalahkan dan dianggap cukup. Pada PSAK 45
beberapa form pada laporan lainnya sifatnya melengkapi laporan
utama (laporan posisi keuangan, aktifitas keuangan, dan arus kas).

Pijakan pengawasan ada pada anggaran dan
momentum/peristiwa/agenda yang saat ini sedang terjadi. Dari
realisasi anggaran diperhatikan mata-mata anggaran yang dinilai
signifikan dan besar perlu diberikan perhatian khusus. Anggaran yang
diajukan, realisasinya, lebih atau kurang, prosesnya melewati
tender/non tender, dana diatas 50 juta dengan proses
pembandingannya, proses delagasi untuk realisasi anggaran. Secara
umum yang rutin bulanan, 3 bulanan, belum benar-benar terpola, tapi
yang pasti ada tiap sebulan sekali. Sambil melihat anggaran juga
dilihat realisasinya, anggaran bulan depan dan laporan bulan kemarin
dilihat dokumen-dokumennya, terutama yang signifikan. Pengawasan
dilakukan biasanya awal bulan, dan tengah bulan.

Tiap bulan tiap unit mengajukan anggaran bulanan, Proses
pengecekan dilakukan dengan membandingkan antara pengajuan
anggaran bulanan dengan anggaran tahunan yang sudah dibuat
sebelumnya. Tiap bulan bisa jadi ada anggaran baru yang tidak ada di
anggaran tahunan, anggaran baru tersebut bisa jadi anggaran yang
dimajukan realisasinya, atau anggaran bulan lalu yang belum

terealisasikan direalisasikan bulan ini, jadi digeser-geser atau memang
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benar-benar baru karena kebutuhan. Misal LPF mengajukan anggaran
untuk pemindahan gardu listrik karena kebetulan LPF bertetangga
dengan SD Muhammadiyah sehingga saat SD Muhammadiyah
tersebut membangun gedung, mengenai gardu listrik LPF tersebut, ada
pekerja mereka yang sempat tersengat listrik, sehingga hal tersebut
membahayakan, sehingga butuh segera dipindahkan gardu listrik
tersebut, hal tersebut bersifat tidak terduga. Kasus yang lain juga
terjadi di LPF ketika membeli tanah di dekat area SMP Al Falah,
pembeliannya mendadak karena kebetulan ada warga yang menjual
rumahnya dan posisinya strategis dengan SMP Al Falah, akhirnya
untuk menambah kapasitas kelas tanah tersebut dibeli dan dibangun
kelas baru untuk SMP Al Falah dengan menghabiskan anggaran 15 M.
Hal tersebut dilakukan dengan tetap melewati mekanisme pengajuan
dan musyawarah dengan pembina.

Untuk resistensi selama proses audit tidak terjadi, hanya saja
kadang saat proses audit dilakukan bertepatan dengan kesibukan unit
yang diaudit. SPI juga berusaha menyesuaikan dengan jadwal
kesibukan tiap unit, ketika agak longgar baru bisa dilakukan audit.
Biasanya saat Ramadhan merupakan puncak kesibukan masjid,
sedangkan lembaga kursus saat penerimaan santri baru sesuai siklus 4
bulanan, kalau lembaga pendidikan biasanya saat tahun ajaran baru

dan semester baru mereka sibuk-sibuknya atau hari-hari tertentu yang
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mereka sibuk dan belum bisa diganggu. Meskipun SPI dan pengawas
memiliki kewenangan yang bersifat terikat dan memaksa, akan tetapi
SPI tetap berusaha menyesuaikan. Jika memang ada resistensi, hal
tersebut merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya tidak ada
orang mau diawasi terus menerus, SPI juga memahami bahwa
dimana-mana itu pengawas kurang begitu disukai. Selain itu,
pekerjaan audit merupakan pekerjaan pengecekan hal yang sudah
terjadi, artinya apa yang ada di belakang, sedangkan unit sedang
berjalan on going ke depan, tentunya hal tersebut mengganggu mercka
(unit) karena harus melihat lagi apa yang ada di belakang disaat
mereka bergerak ke depan. Tapi audit yang dilakukan SPI merupakan
bagian dari menjalankan fungsi manajemen di aspek evaluasi dan
pengawasan, sechingga memang seharusnya dilakukan, karena tidak
lengkap jika organisasi hanya melakukan perencanaan, pelaksanaan
tanpa evaluasi dan koreksi. Tanpa evaluasi dan pengawasan orang bisa
bertindak semaunya di organisasi. Sehingga resistensi yang muncul
tidak begitu besar, pernah terjadi tapi selesai melalui proses
pembinaan yang sudah dilakukan. Untungnya SPI ini ada di masjid,
sehingga masih bisa sedikit teredam, kalau di luar mungkin bisa jadi
lebih keras pertentangannya.

Menurut Pak Arsyad, hal terpenting lainnya dalam proses audit dan

pengawasan adalah kita tidak boleh menyasar pribadi-pribadi,
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meskipun ada permasalahan pribadi di dalamnya, SPI harus bisa
melihat lebih makro/besar organisasi dan audit tidak menyasar
personal-personal. Hal yang dilihat karena personal tersebut ada
dalam lembaga Al Falah maka menjadi bagian dari sasaran
pengawasan, bukan murni personalnya, sehingga yang dilihat secara

keseluruhan.

d. Wawancara dengan ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE., MAk. Selaku staff
bagian laporan keuangan gabungan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.

Bu Nurriza (bu Icha) memiliki pandangan dalam proses audit di
tiap unit harapannya SPI maupun komite audit bisa lebih intensif lagi
turun langsung ke tiap unit untuk memahami masalah di lapangan.
Memang kadang SPI dan komite audit turun ke lapangan dan tanya ke
setiap unit, tapi kadang juga dapat laporan dari bu Icha.

Secara umum menurut bu Icha proses audit yang dilakukan SPI
dan komite audit sudah bagus untuk sebuah pelaporan apalagi ini
yayasan, ada masjidnya dimana di tempat lain masjid belum terbiasa
membuat laporan keuangan, kadang untuk mencatat saja belum

terbiasa.

39 Nurizza Arsyi Isnaini, Wawancara, Surabaya 31 Mei 2019.
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Kalau di Al Falah secara laporan keuangan sudah bagus jika
dibandingkan dengan sesama masjid. Bahkan sejauh pengalaman bu
Icha ketika menjadi auditor di perusahaan yang mana merupakan
entitas profit secara laporan keuangan jika dibandingkan entitas
yayasan Al Falah sudah lumayan bagus. Apalagi proses audit di Al
Falah berjalan secara rutin, ada pengendali internal, dokumen audit

sudah lumayan bagus.

e. Dokumen Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan*’
Dalam undang-undang yayasan nomer 28 tahun 2004 pada pasal

52 di dalam Bab VII tentang Laporan Keuangan, berbunyi sebagai

berikut:

1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan
pengumuman di kantor Yayasan.

2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi
Yayasan yang:

a) Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau
pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau

40 Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Jakarta: Sekretariat
Negara, 2004).
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b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan
yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi
terkait.

5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku."

3. Proses Pelaporan Audit Keuangan
a. Wawancara dengan bapak Drs. Ec. Machfud Arief Efendi, Ak selaku
ketua pengurus dari Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.*!
Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Machfud diatas,
laporan audit keuangan dari pihak eksternal dalam hal ini Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk yayasan setidaknya satu bulan
setelah seluruh berkas dan laporan keuangan yayasan diserahkan
kepada KAP.
Untuk laporan audit internal yang dilakukan oleh SPI dan komite

audit ada jadwalnya sendiri-sendiri, misal SPI jadwal audit LPF

41 Machfud Effendi, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.
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tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei, kemudian SPI mengaudit laporan
keuangan tersebut bisa juga tanggal 9 sampai tanggal 10, tidak harus
sama semua, disesuaikan dengan kebutuhan auditnya.

Sedangkan laporan hasil audit eksternal dari KAP akan
dipublikasikan dan disampaikan kepada semua organ, semua
pimpinan, semua pengawas, dan masing-masing ketua lembaga di
bawah pengurus.

Sedangkan untuk pelaporan kepada para donatur sesuai dengan
pemasukan utuh bukan tiap personal. Untuk operasional poliklinik
sekian, operasional masjid sekian, dan seterusnya. Berbeda dengan
YDSF yang melaporkan kepada donatur tiap personal. Untuk Masjid
Al Falah memang kadang sulit memberikan laporan personal karena
berasal dari jumlah yang ada di kotak infaq. Infaq yang di masjid Al
Falah ini atau orang mau menyumbang apapun yang diterima di masjid
Al Falah sepenuhnya untuk kegiatan internal masjid semua. Kalau ada
orang yang menyumbang ke Al Falah tapi melalui YDSF itu
peruntukkannya untuk kegiatan diluar masjid. Misalkan penempatan
dai, kemudian butuh membantu griya tahfidz Alquran di Sidoarjo, dan
sebagainya. Pelaporan keuangan masjid Al Falah untuk para donatur
dan jamaah biasanya ditempel di depan masjid serta lewat media sosial
Instagram Masjid Al Falah untuk program-program khusus. Kedepan

laporan keuangan akan disampaikan lewat website sebagaimana yang
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dibuatkan oleh konsultan keuangan dari Universitas Internasional
Semen Indonesia (UISI).

Nantinya tiap tahun ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh
internal sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian laporan
keuangan tahunan yang sudah diaudit internal tersebut diaudit oleh
KAP yang telah ditunjuk yayasan. Pada hasil audit KAP atas laporan
keuangan tahun 2016-2017 diperoleh opini wajar dengan
pengecualian. Untuk tahun 2018 pak Machfud mentargetkan opini
KAP wajar tanpa pengecualian (WTP) hanya saja hal tersebut tidak
mudah. Perusahaan BUMN saja yang wajar tanpa pengecualian masih
jarang. Harus menata apa saja di tahun yang lalu yang kurang
kemudian dibetulkan baru ketemu supaya wajar tanpa pengecualian.
Prosesnya satu tahun tidak bisa mendadak. Harus ditata mulai
sekarang. Hal tersebut dikarenakan proses transaksi pengarsipan
dokumen selama satu tahun betul-betul harus disiapkan dengan rapi.

Semua proses audit keuangan diatas benar-benar harus dijaga dan
ditingkatkan kualitasnya untuk menjaga amanah umat yang sudah
menitipkan hartanya ke masjid Al Falah. Seluruh pengurus harus
amanah dan profesional dalam mengolah dana umat. Jika penggurus
amanah dan profesional maka umat akan semakin percaya dan mudah

mendonasikan ke masjid Al Falah jika membutuhkan.
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Hanya saja kalau ingin memiliki audit keuangan masjid yang
berkualitas secara ideal ada beberapa persyaratannya dan memang
tidak mudah karena setidaknya harus ada akuntannya atau mereka
yang memahami akuntansi. Terus kemudian dipertimbangkan juga
biaya untuk auditnya. Kemudian juga perlu diperhatikan kesiapan
takmir atau yayasan untuk siap transparan, dan itu tidak mudah. itu

yang kadang menjadi ganjalan utamanya.

b. Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nur Syamsi Hisjam, MM. selaku
komite Audit Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.*

Menurut Bu Nur Syamsi hasil audit keuangan dari komite audit
nantinya akan langsung dilaporkan ke dewan pengawas, karena komite
audit diangkat oleh pengawas. Setelah laporan dari komite audit
diperiksa atau diaudit oleh dewan pengawas maka diserahkan ke
pembina dengan tembusan langsung ke komite audit.

Setiap satu tahun sekali dalam rapat tahunan disampaikan laporan
hasil audit atau pengawasan kepada pembina, tapi terkadang pembina
meminta laporan dari kegiatan tertentu, maka saat itu komite audit
menyajikan laporan audit dari kegiatan tersebut. Laporan tersebut

disusun secara terperinci beserta analisis dari aspek kelemahan,

42 Nur Syamsi Hisjam, Wawancara, Surabaya 23 Mei 2019.
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kelebihan, dampak, dan keuangan. Laporan dari komite audit diberikan

kepada pembina dan pengawas beserta tembusan ke pengurus.

c. Wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, SE., Ak., CA. selaku
SPI (Satuan Pengendali Internal) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.*}
Untuk pelaporan hasil audit dalam prakteknya memang tidak tertib,
kadang laporan kadang juga tidak. Kalau SPI seharusnya laporannya
ke pengurus, ketua yayasan, kalau dengan organ yang lain sifatnya
komunikasi saja informatif bahwa ada beberapa temuan terkait
masalah keuangan. Satu sampai tiga tahun yang lalu Pak Arsyad
pernah memberikan masukan kepada Bu Nur Syamsi terkait kasus
tertentu yang menyangkut hal tertentu juga yang seharusnya porsinya
komite audit karena menyangkut pengurus. Akhirnya Bu Nur Syamsi
meminta bantuan Pak Arsyad untuk mencarikan data dan dokumen-
dokumennya, selanjutnya Bu Nur Syamsi yang menjalankan. Kalau
laporan pengawasan secara rutin di Al Falah belum bisa rutin dan
disadari sebagai kelemahan di aspek pengawasan, akan tetapi sebatas
hasil kerja SPI melaporkan dalam bentuk verifikasi anggaran, kertas
kerja, lampiran-lampiran, bukan dalam bentuk laporan kerja yang

tersusun secara rapi.

43 Muhammad Arsyad, Wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.
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d. Wawancara dengan ibu Nurizza Arsyi Isnaini, SE., MAk. Selaku staff
bagian laporan keuangan gabungan Yayasan Masjid Al Falah
Surabaya.**

Untuk pelaporan hasil rekapitulasi laporan keuangan bu Nurizza
(bu Icha) sering melaporkan kepada ketua pengurus dalam hal ini pak
Machfud. Kalau dengan bendahara yayasan kadang juga di berikan
laporan posisi keuangan yayasan, rutin diberikan meskipun tidak
secara keseluruhan laporan keuangan, karena beliaunya sudah sepuh
dan secara kebutuhan hanya ingin mengetahui secara makro. Nanti bu
Icha juga menjelaskan bulan ini segini biayanya, pengeluarannya,
rutinnya yang dominan pengeluarannya yang seperti ini, sedangkan
pendapatan kita seperti ini, akhirnya kita surplus atau defisit berapa.
Kemudian kas yang ada di bank, yayasan punya uangnya sekian, dan
sebagainya. Jadi laporan yang diberikan bukan dari laporan keuangan,
intinya saja yang bisa disampaikan dan mudah dimengerti bendahara
yayasan. Hal diatas dilakukan bu Icha selaku bagian laporan keuangan
gabungan ketika bendahara yayasan mengunjungi dan bertanya kepada

bagian keuangan yayasan.

e. Dokumen Laporan Audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan

Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya Tahun 2016-2017. 43

44 Nurizza Arsyi Isnaini, Wawancara, Surabaya 31 Mei 2019.
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Menurut opini auditor independen, kecuali dampak yang mungkin timbul dari hal
yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian,
laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya tanggal 31
Desember 2017, serta laporan aktifitas dan perubahan aset bersih dan arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

4 Kantor Akuntan Publik Ferizna, “Laporan Auditor Independen No. R.04-GA/YMAF/X1/18”,
(20 November 2018), 2.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

Yayasan Masjid Al Falah Surabaya memiliki keunikan tersendiri dalam
pembuatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) meskipun
penulis mengamati masih ada beberapa permasalahan dan belum benar-benar
sempurna. Namun setidaknya bisa memberikan gambaran dalam proses
pembuatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lembaga
masjid beserta dinamikanya. Berikut penulis sajikan analisis data proses
pembuatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Yayasan

Masjid Al Falah Surabaya dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Analisis Data Pembuatan dan Penerapan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

No. Aspek Data Analisis
1. | Proses Berbicara tentang Sistem Pengendalian SPI sebagai sistem dan

Pembuatan Internal kita tidak bisa melepaskan dari departemen keduanya saling

Sistem Satuan Pengawasan Interndal dalam hal terkait. Secara tujuan sama

Pengendalian ini menurut Pak Machfud SPI merupakan | sesuai dengan teori yang

Internal (SPI) sebuah departemen khusus yang disampaikan Terry Lewis

Keuangan mengontrol lembaga/ unit khususnya yakni mencegah pencurian
terkait keuangan. Senada dengan apa atau penyelewengan, serta
yang disampaikan oleh Bu Nur Syamsi untuk mendeteksi kesalahan
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bahwa kedudukan Satuan Pengawasan
Internal bersama dengan Komite Audit
melaksanakan tugas pengendalian
keuangan lembaga/unit, khususnya untuk
keuangan besar, bahkan kadangkala untuk
hal teknis.

Sehingga Sistem Pengendalian Internal
tersebut ada di dalam unit bernama
Satuan Pengawasan Internal bersama
dengan Komite Audit. Hal tersebut
diperkuat dengan pernyataan Pak Arsyad
yang menunjukkan bahwa ada kaitan
antara Satuan Pengawasan Internal
dengan Sistem Pengendalian Internal,
keduanya sama-sama menjamin keuangan
dikelola dengan baik. Selain itu menurut
bu Nurizza SPI juga dibantu oleh bagian
laporan keuangan gabungan dalam
memeriksa laporan keuangan
unit/lembaga terkait standar penyusunan
anggaran, laporan dan kelengkapan
dokumen transaksi.

Menurut Pak Arsyad Idealnya memang
sistem dibuat dulu, kemudian ditugaskan
kepada satuan organisasi khusus.
Faktanya di Al Falah belum memiliki
sistem pengendalian internal secara
umum maupun SOP secara khusus.
Praktek yang selama ini berlangsung
lebih bersifat parsial tiap unit/lembaga
sambil dibenahi jika diperlukan. Sehingga
aturan teknis terkait keuangan di tiap unit
bisa beda-beda sesuai kondisinya masing
- masing. Masalahnya, lembaga /unit di
Al Falah terlanjur besar terlebih dahulu,
khususnya LPF yang telah mapan.

Untuk mengatasi hal tersebut, kontrol
keuangan makro ada di pusat atau di
yayasan. Hal tersebut bisa dilihat dari alur

dan kelalaian dalam
pencatatan akuntansi.!
Fungsi pengendalian
internal dilaksanakan oleh
Satuan Pengawasan Internal
bersama Komite Audit.
Meskipun di Al Falah belum
memiliki sistem yang
khusus terkait SPI, di Al
Falah sudah menerapkan
pengendalian internal
berbasis kondisi masing-
masing unit/lembaga. Hal
tersebut sesuai dengan teori
terkait dengan penyusunan
SPI yang memperhatikan
Lingkungan Pengendalian.?
Alur keuangan makro yang
bersifat bottom up dan
terpusat menjaga
transparansi dan
akuntabilitas arus keuangan.
Hal tersebut menjadikan
Satuan Pengawas Internal
dan Komite Audit lebih
banyak menyesuaikan dan
beradaptasi dengan kondisi
tiap unit/lembaga. Selain
itu, perkembangan Sistem
Pengendalian Internal jadi
tidak merata diantara
unit/lembaga.

Ada upaya dari pusat dalam
hal Yayasan Masjid Al
Falah untuk tetap
mengendalikan
unit/lembaga yang terus
berkembang lewat
mekanisme keuangan makro

' Terry Lewis, Practical Financial Management for NGO'’s: A Course Handbook Getting Basic
Right, Taking the Fear Out Finance, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2007), 19.

2 Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi

Edukasi, 2012), 123-126.




136

keuangan makro seluruh pemasukan dari
unit /lembaga-lembaga naik dulu ke ke
yayasan, kemudian didistribusikan ke
masing-masing unit berdasarkan
kebutuhan mereka lewat mekanisme
pengajuan anggaran dan pencairan lewat
cek dengan otorisasi pengurus.
Pernyataan Pak Arsyad tersebut juga
diperkuat oleh Bu Nurizza yang
menyampaikan bahwa Mekanisme
pencairan anggaran menggunakan cek
yang telah ditandatangani SPI dan
Pengurus khususnya 3 lembaga besar
LKF, LPF, Masjid. Setelah pencairan
uang masung ke rekening tandon dan
operasional masing-masing.

Untuk bukti kas keluar dan masuk
disediakan BKK dan BKM. BKM dibuat
rangkap 3 dan memiliki nomorator
tercetak. Untuk BKK 1 lembar dan tidk
terdapat nomorator.Pengarsipan BKK
BKM diserahkan masing-masing unit/
lembaga.

Jumlah Kas ditangan disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing unit/lembaga
serta momentum yang sedang terjadi.
Kesulitan karena perbedaan karakter dari
masing-masing sistem pengendalian
internal tiap unit/lembaga juga dialami Bu
Nurizza ketika menyusun laporan
keuangan gabungan Yayasan Masjid Al
Falah, proses pengumpulan laporan
keuangan tiap unit/lembaga
menyesuaikan dengan kondisi masing-
masing, yang pasti setiap menjelang akhir
tahun akan diminta mempercepat
pengerjaan, agar tidak terlambat di audit
eksternal.

Untuk SOP keuangan dan SIA belum
tertata rapi, lebih banyak mengandalkan
kemampuan bu Nurizza sebagai bagian

dan pengendalian laporan
keuangan.

Mekanisme laporan
keuangan berpijak pada
standar akuntansi PSAK 45.
Hal tersebut sesuai dengan
unsur pokok dalam SPI.
Posisi bagian laporan
keuangan gabungan juga
tidak rangkap jabatan untuk
menjamin netralitas. Selain
itu pemisahan tugas
merupakan bagian dari
prosedur pengendalian.?
Keberadaan BKK, BKM,
Bukti Slip Gaji Rangkap
dan sebagainya merupakan
bagian dari prosedur
pengendalian yang
merupakan unsur pokok
dalam Sistem Pengendalian
Internal.*

3 1bid., 126.
4 Ibid., 123-126.
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laporan keuangan gabungan. Standar
yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan gabungan adalah PSAK
45 sebagaimana dokumen Laporan
Keuangan Yayasan Masjid Al Falah
tahun 2016-2017 disebutkan ketentuan
penyajian laporan keuangan yang sesuai
dengan PSAK nomor 45 (Revisi 2011).
Untuk menjaga netralitas Satuan
Pengawas Internal, Komite Audit dan
bagian laporan keuangan tidak merangkap
jabatan. Sama halnya dengan pembina,
pengawas dan pengurus yang tidak
diperbolehkan rangkap jabatan. Hal
tersebut sesuai dengan apa yang sudah
tertera pada dokumen Anggaran Dasar
Yayasan Masjid Al Falah.

Proses
Penerapan
Sistem
Pengendalian
Internal (SPI)
Keuangan

Dalam proses penerapan Sistem
Pengendalian Internal (SPI) menurut Pak
Machfud Satuan Pengawas Internal dalam
menjalankan tugasnya mempertahankan 3
hal yang tidak bisa dipisahkan:
a) Improve Information System
(memperbaiki sistem informasi).
b) Reduce Clerical Cost (mengurangi
biaya administrasi).
¢) Internal Check (pemeriksaan
internal).
Faktanya di lapangan kadang muncul
kendala dan resistensi, khususnya bagi
mereka yang bermasalah secara
keuangan. Tapi hal tersebut sudah
diminimalisir di Al Falah lewat
mekanisme kontrol internal, pembinaan
dan pakta integritas sebelum menjadi
karyawan. Lebih teknis lagi terkait proses
pengendalian Internal Bu Nur Syamsi
ering melakukan teguran kepada
pengurus, pembina maupun pelaporan hal
yang tidak beres terkait keuangan,
peraturan yang berlaku, dan hal teknis

Menurut Terry Lewis
aktifitas SPI merupakan
aktifitas pengendalian,
pemeriksaan, dan
penyeimbangan (controls,
checks, and balances)
sehingga akan berkaitan
dengan sistem informasi,
teknik-teknik pengecekan
dan pelaporan keuangan.’
Sebagaimana yang
disampaikan Pak Machfud
terkait 3 hal pokok tugas
SPI. Nainggolan
menambahkan bahwa dalam
membuat prosedur
pengendalian hendaknya
Cepat, Aman dan Murah.®
Asersi yang digunakan Pak
Arsyad dalam pengendalian
internal sesuai dengan teori
sebagaimana Indra Bastian
menyampaikan Asersi
merupakan representasi

5 Terry Lewis, Practical Financial Management for NGOs..., 19.
¢ Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 126.
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pelayanan masjid lewat grup Whatsapp
(WA), maupun secara langsung.
Senada dengan Pak Machfud dalam
melaksanakan prinsip pengendalian
internal menurut Pak Arsyad ada
beberapa asersi dalam melaksanakan
tugas SPI sesuai prinsip-prinsip dasar
pengelolaan keuangan:
a) Asersi kelengkapan (completeness)
b)  Asersi keterjadian (occurrence)
c) Asersi Validitas bukti
d) Asersi Otorisasi pihak yang
berwenang
e) Asersi Kepatuhan terhadap ketentuan
yang berlaku.
Dalam setiap pengajuan anggaran
bulanan dan laporan SPI senantiasa
melakukan pengecekan, pencocokan, dan
menelusuri reasoning dari transaksi
khususnya yang dianggap janggal lewat
dokumen maupun keterangan pihak
terkait.
Standar umumnya dalam pelaporan
keuangan, setiap pengeluaran harus
dicatat, tidak boleh ditunda, disertakan
bukti-buktinya (verifiable objective
evidence).
Menurut Pak Arsyad, ada beberapa hal
yang perlu diperbaiki di Al Falah
khususnya terkait program jangka
panjang, dan pembuatan sistem akuntansi
secara makro agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama setiap tahun.
Keberadaan konsultan dari UISI menurut
beliau cenderung kurang signifikan dan
belum bisa menjawab kebutuhan yayasan
dan unit/lembaga.
Hal tersebut juga menjadi usulan dari bu
Nurizza terkait sistem akuntansi keuangan
bahwa yayasan Al Falah ini belum punya
sistem, jadinya lebih panjang alur
prosesnya. Lebih bagus jika ada software

pihak pengelola yang
terdapat dalam laporan
keuangan, yang meliputi
pernyataan mengenai posisi
keuangan dan kegiatan
operasi yayasan. Asersi
dapat dikategorikan dalam
Eksistensi; Kelengkapan;
Hak dan Kewajiban;
Penilaian atau Alokasi;
Penyajian dan
Pengungkapan.’
Keberadaan BKK, BKM,
Bukti Bank, dan Bukti
eksternal merupakan salah
satu prosedur yang
mendukung pengendalian
internal terkait perancangan
dan penggunaan dokumen
yang memadai.
Pembenahan berbasis sistem
memang perlu dilakukan
agar efeknya
luas/menyeluruh, sistemik
dan berorientasi jangka
panjang. Perlu upaya dari
pembina dan pengurus
dalam merancang sistem
internal yang terintegrasi
namun tetap memperhatikan
kondisi tiap unit/lembaga-
lembaga.

7 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik (Jakarta: Erlangga, 2007), 209.
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akuntansi yang terintegrasi dan real time.
Bagi Pak Arsyad Kendala yang sering
muncul dalam pelaksanaan SPI adalah
personil yang kurang, sehingga dalam
menelusuri anggaran dan laporan kurang
mendalam, terbatas waktu dan tenaga. Di
sisi lain sistem keuangan, dan SOP belum
mapan, masih manual, schingga menjadi
semakin lama. Solusi sementara adalah
memaksimalkan yang ada, sambil
memperbaiki yang kurang.

Sedangkan bagi Bu Nurizza dalam proses
pembuatan laporan keuangan yayasan
banyak yang harus di konsolidasikan di
tiap unit, karena tiap unit punya warnanya
sendiri akhirnya mereka membuat
akunnya sendiri yang sesuai dengan
kondisinya mereka berbeda-beda.

Proses konsolidasi dimulai dari pelaporan
rutin tiap unit, kemudian diperiksa oleh
bu Nurizza (bu Icha), kemudian
sinkronisasi nomor akun dan penyusunan
laporan keuangan gabungan.

B. Audit Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya
Yayasan Masjid Al Falah sudah melaksanakan proses audit keuangan baik
audit internal maupun eksternal secara rutin meskipun tidak lepas dari
beberapa kekurangan dan berbagai dinamika di dalamnya. Berikut penulis
sajikan analisis data proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Audit

Keuangan di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya dalam tabel dibawah ini.
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Tabel 4.2 Analisis Data Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Audit

Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

No. Aspek Data Analisis
1. | Proses Perencanaan Audit Keuangan menurut Pengalaman dan jam
Perencanaan Pak Machfud dimulai dari membuat audit | terbang yang tinggi
Audit planning (perencanaan audit) yang menjadikan bu Nur Syamsi
Keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawasan dan Pak Arsyad

Internal. Hal tersebut juga disesuaikan
dengan agenda masing-masing lembaga
yang diaudit oleh SPI. Kemudian SPI
melakukan audit atau kontrol terhadap
semua aspek keuangan yang ada di
lembaga-lembaga di bawah yayasan.
Namun, pernyataan Pak Machfud
tersebut bertentangan dengan pernyataan
Bu Nur Syamsi selaku komite audit yang
menyadari bahwa tidak membuat
program kerja khusus untuk komite audit,
karena tidak sempat membuat. Tapi
karena kita sudah terbiasa mungkin sudah
tidak menggunakan program kerja lagi.
Pak Arsyad juga demikian, dalam proses
audit tidak selalu ada proses perencanaan
audit. Untuk audit yang sifatnya spesifik
biasanya masuk dulu, jalan dulu
kemudian prosedur dipikir belakangan,
hal tersebut memang kurang tepat,
idealnya direncanakan terlebih dahulu
dengan baik.

Terkait guidance atau petunjuk,
ketentuan audit keuangan dari pimpinan
yayasan tidak ada, SPI dan komite audit
jalan sendiri, membangun pola sendiri,
membuat format dan kertas kerja sendiri,
karena mungkin dianggap sudah mengerti
dan dipercaya oleh yayasan.

Proses pengecekan anggaran dilakukan
oleh SPI kemudian di review atau di
verifikasi oleh komite audit, setelah itu
baru ke pengurus.

merencanakan auditnya
secara langsung di lapangan.
Hal tersebut karena tuntutan
kecepatan di tengah waktu
yang terbatas.

Audit Planning yang sudah
dilaksanakan di Al Falah
meskipun kadang tidak
tertulis sesuai dengan teori
terkait prosedur audit
keuangan.®

Kreatifitas dalam proses
audit juga berkembangan
karena pengurus maupun
pengawas mempercayakan
mekanisme dan format kerja
audit kepada SPI dan komite
audit.

Audit di Yayasan Al Falah
sudah memiliki schedule
rutin saat awal dan tengah
bulan. Hal tersebut bernilai
positif karena meskipun
sistem belum sepenuhnya
terbangun, sudah ada pola
audit rutin.

Penggunaan standar audit
juga dalam rangka menjaga
kualitas hasil audit.

8 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik...,216-217.
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Secara schedule proses pengawasan dan
audit dilakukan rutin tiap bulan dimulai
dari pemeriksaan/audit anggaran,
pemeriksaan anggaran dilakukan dua kali
yakni saat pengajuan (awal bulan) dan
realisasi anggaran (tengah bulan). Audit
sebenarnya belum benar-benar rutin,
karena audit internal sudah KAP yang
melakukan.

Standar audit yang digunakan Al Falah
tidak berbeda dengan yang digunakan
akuntan publik dalam melaksanakan
audit, misal standar profesional akuntan
publik.

Proses
Pengujian/
Kerja Audit
Keuangan

Proses Kerja Audit Keuangan Menurut
Pak Machfud sudah dilakukan oleh
eksternal dalam hal ini KAP dan di
internal oleh SPI dan komite Audit sesuai
dengan Undang-Undang nomor 28 tahun
2004. Dalam proses audit oleh KAP,
auditor eksternal didampingi
(counterpart) oleh SPI dan komite audit.
Hal tersebut senada dengan pernyataan
Bu Nur Syamsi.

Untuk audit di internal, karena SPI hanya
satu orang maka jika tidak ada indikasi
bisa jadi tidak perlu rutin, nanti butuh
waktu panjang dan menghabiskan tenaga.
Untuk sekarang ini yang rutin adalah
pengajuan-pengajuan anggaran itu
diperiksa kemudian dikontrol mulai awal.
Proses audit internal dilakukan masing-
masing tergantung kebutuhannya. Kalau
masalah penerimaan dan pengeluaran kas
ke bendahara masing-masing. Namun
tidak menutup kemungkinan pihak lain
yang terkait dengan transaksi.

Menurut Bu Nur Syamsi tugas komite
audit dalam kerja audit keuangan jika
diuraikan secara umum:

a) Sebagai partner antara pengawas,

Sesuai dengan teori, audit
bisa dilakukan oleh
eksternal, dalam hal ini
Kantor Akuntan Publik
(KAP) independen yang
ditunjuk yayasan.’

Posisi Auditor Internal (SPI
dan komite audit) sebagai
rekanan dalam proses audit
oleh pihak eksternal (KAP).
Tugas umum dari komite
audit sesuai dengan fungsi
pekerjaan lapangan dari
auditor (keuangan dan non
keuangan) terkait analisis
kebijakan dan pelaksanaan,
sistem dan prosedur, SDM
dan lingkungan fisik,
analisis fiskal (keuangan)
dan Invertigasi masalah
khusus jika diperlukan.'”

% Pahala Nainggolan, Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba..., 111-112.
10 Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik..., 217-222.
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pengurus dan pembina dalam
memberikan masukan-masukan
terkait keuangan maupun non
keuangan.

b) Melakukan verifikasi / audit
terhadap anggaran yang diajukan
oleh unit-unit, mengevaluasi dan
memberikan saran-saran perbaikan
apa yang perlu dilengkapi, dan yang
harus dilengkapi. Aset juga diaudit,
meskipun bukan masalah keuangan
tapi ada di laporan keuangan.

¢) Audit laporan keuangan sebelum
diaudit oleh pihak eksternal.
Selanjunya audit atas kegiatan-
kegiatan tertentu jika dianggap ada
masalah di dalamnya.

Menurut Bu Nur Syamsi, Idealnya

pengawas itu tidak cuek. Perlu

ditegaskan harus tidak ada hubungan
istimewa antara pembina, pengawas dan
pengurus.

Hampir sama dengan Bu Nur Syamsi,

Pak Arsyad dalam melaksanakan tugas

Audit Keuangan berpegang pada prinsip-

prinsip umum dalam pemeriksaan

keuangan. Prinsip dasarnya adalah tiap
transaksi harus didukung oleh bukti
verifiable objective evidence, kemudian
transaksi harus dicatat, transaksi harus
diotorisasi oleh yang berwenang, dan
dimana-mana sama. Untuk hal-hal lain
bersifat teknis sekali misalnya sampel,
dan sebagainya.

Standart akuntansi yang digunakan

adalah standar akuntansi non profit,

Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntbilitas Publik atau SAK

ETAP. Laporan keuangan Al Falah sudah

mengadopsi format PSAK No. 45

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pijakan pengawasan ada pada anggaran

dan momentum /peristiwa /agenda yang

saat ini sedang terjadi. Dari realisasi
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anggaran diperhatikan mata-mata
anggaran yang dinilai signifikan dan
besar perlu diberikan perhatian khusus.
Untuk resistensi selama proses audit
tidak terjadi, hanya kadang saat proses
audit dilakukan bertepatan dengan
kesibukan unit yang diaudit. SPI
berusaha menyesuaikan dengan jadwal
kesibukan tiap unit.

Proses
Pelaporan
Audit
Keuangan

Menurut Pak Machfud laporan audit
keuangan dari Kantor Akuntan Publik
(KAP) setidaknya satu bulan setelah
seluruh berkas dan laporan keuangan
yayasan diserahkan kepada KAP. Untuk
laporan audit internal yang dilakukan
oleh SPI dan komite audit ada jadwalnya
sendiri-sendiri.

Sedangkan untuk pelaporan kepada para
donatur sesuai dengan pemasukan utuh
bukan tiap personal. Masjid Al Falah
memang sulit memberikan laporan
personal karena berasal dari jumlah yang
ada di kotak infaq. Kedepan laporan
keuangan akan disampaikan lewat
website sebagaimana yang dibuatkan
oleh konsultan keuangan dari Universitas
Internasional Semen Indonesia (UISI).
Laporan keuangan tahunan yang sudah
diaudit internal tersebut diaudit oleh KAP
yang telah ditunjuk yayasan. Hasil audit
KAP atas laporan keuangan tahun 2016-
2017 diperoleh opini wajar dengan
pengecualian. Untuk tahun 2018 pak
Machfud mentargetkan opini KAP wajar
tanpa pengecualian (WTP).

Sedangkan untuk audit internal, menurut
Bu Nur Syamsi hasil audit keuangan dari
komite audit nantinya akan langsung
dilaporkan ke dewan pengawas, karena
komite audit diangkat oleh pengawas.
Setelah laporan dari komite audit
diperiksa atau diaudit oleh dewan
pengawas maka diserahkan ke pembina
dengan tembusan langsung ke komite

Pelaporan hasil audit baik
dari internal dan eksternal
sudah dilakukan oleh
Yayasan Al Falah. Hal
tersebut menunjang
perbaikan secara terus
menerus bagi yayasan
kedepannya.

Harapan ideal Pak Machfud
untuk mendapatkan opini
WTP dari KAP merupakan
hal positif mengingat
perjuangan menuju WTP
tidaklah mudah.

Pelaporan hasil audit
internal oleh komite audit,
satuan pengawasan internal
dan bagian laporan
keuangan gabungan sesuai
dengan jalur strukturalnya.
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audit.

Menurut Pak Arsyad untuk pelaporan
hasil audit dalam prakteknya tidak tertib,
kadang laporan kadang juga tidak. Kalau
SPI seharusnya laporannya ke pengurus,
ketua yayasan, dengan organ yang lain
sifatnya informatif bahwa ada beberapa
temuan terkait masalah keuangan.
Menurut Bu Nurizza (bu Icha) untuk
pelaporan hasil rekapitulasi laporan
keuangan bu Nurizza (bu Icha) sering
melaporkan kepada ketua pengurus.
Kalau dengan bendahara yayasan kadang
juga di berikan laporan posisi keuangan
yayasan, rutin diberikan meskipun tidak
secara keseluruhan laporan keuangan.

Setelah melalui proses analisis data pada tabel 1 dan tabel 2, penulis
merangkum dalam sajian yang lebih ringkas dan menyeluruh. Nantinya hasil
dari rangkuman analisis tersebut akan menjadi kesimpulan dalam penelitian
ini. Berikut penulis sajikan analisis keseluruhan dari Sistem Pengendalian
Internal dan Audit Keuangan di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya dalam
tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Analisis Keseluruhan Sistem Pengendalian Internal dan Audit

Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

No. Aspek Data Analisis
1. | Sistem Pengendalian | Pendapat para informan | Sistem Pengendalian Internal lebih

Internal (SPI) atau narasumber terkait banyak berpijak pada ketentuan umum

Yayasan Masjid Al Sistem Pengendalian terkait Sistem Akuntansi, dan Prosedur

Falah Surabaya Internal (SPI) Yayasan Pengendalian Internal yang berlaku.
Masjid Al Falah Sistem Pengendalian Internal di
Surabaya. Yayasan Al Falah tumbuh
Dokumen Anggaran berkembang di masing-masing

Dasar Yayasan Masjid Al | unit/lembaga secara unik
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Falah Surabaya.
Dokumen Laporan
Keuangan Yayasan
Masjid Al Falah
Surabaya tahun 2016-
2017.

menyesuaikan dengan kondisi atau
lingkungan pengendalian masing-
masing. Sehingga jika sepenuhnya
diseragamkan akan sulit. Hal tersebut
sesuai dengan teori terkait lingkungan
pengawasan.

Alur keuangan makro, dan pelaporan
keuangan bersifat bottom up dan
terpusat untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas arus keuangan.
Terdapat pemisahan tugas dan
kewenangan secara tegas antara
Pembina, Pengawas dan Pengurus,
termasuk dalam SPI, Komite Audit
dan Bagian Laporan Keuangan
Gabungan tidak merangkap jabatan
untuk menjaga netralitas, transparansi,
dan profesionalitas.

Audit Keuangan
Yayasan Masjid Al
Falah Surabaya

Pendapat para informan
atau narasumber terkait
Audit Keuangan Yayasan
Masjid Al Falah
Surabaya.
Undang-Undang No. 28
tahun 2004 tentang
Yayasan.

Dokumen Laporan Audit
Kantor Akuntan Publik
atas Laporan Keuangan
Yayasan Masjid Al Falah
tahun 2016-2017.

Audit Planning secara penerapan tidak
sepenuhnya dilaksanakan secara
tertulis, namun karena sudah terbiasa,
jam terbang SPI dan komite audit
sudah tinggi maka di lapangan auditor
sudah paham terkait teknis dan jadwal
pelaksanaan audit rutin. Secara umum
di Al Falah sudah terbentuk pola rutin
audit keuangan, termasuk dalam
pembuatan laporan keuangan unit
maupun laporan keuangan gabungan
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.
Yayasan Al Falah sudah rutin
melaksanakan audit keuangan internal
dan eksternal melalui KAP setiap
tahun. Sebagaimana dalam teori audit
keuangan lembaga nirlaba.

Pijakan kerja dan tugas auditor
internal dalam hal ini SPI dan Komite
Audit sama seperti yang digunakan
Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni
standar profesional akuntan publik,
dan asersi pemeriksaan keuangan.
Dalam proses audit eksternal oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP), posisi
SPI dan komite audit sebagai
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counterpart atau rekanan yang
membantu auditor eksternal jika
dibutuhkan.

Proses pelaporan hasil audit keuangan
yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) akan terbit satu bulan
setelah seluruh berkas diberikan dan
proses audit dilakukan. Nantinya
laporan akan diberikan kepada
pembina, dan pengurus yayasan.
Untuk pelaporan hasil audit internal
dilakukan oleh SPI, Komite Audit dan
bagian laporan keuangan gabungan.
Laporan audit internal diserahkan
kepada pihak yang memiliki otoritas
dan wewenang struktural.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan penulis pada bab

sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

Sistem Pengendalian Internal lebih banyak berpijak pada ketentuan
umum terkait Sistem Akuntansi, dan Prosedur Pengendalian Internal yang
berlaku. Misal PSAK No.45, Asersi pemeriksaan keuangan, prosedur
pengendalian, dan sebagainya.

Sistem Pengendalian Internal di Yayasan Al Falah tumbuh
berkembang di masing-masing unit/lembaga secara unik menyesuaikan
dengan kondisi atau lingkungan pengendalian masing-masing. Sehingga
jika sepenuhnya diseragamkan akan sulit. Hal tersebut sesuai dengan teori
terkait lingkungan pengawasan.

Alur keuangan makro, dan pelaporan keuangan bersifat bottom up
dan terpusat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas arus keuangan.
Terdapat pemisahan tugas dan kewenangan secara tegas antara Pembina,

Pengawas dan Pengurus, termasuk dalam SPI, Komite Audit dan Bagian
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Laporan Keuangan Gabungan tidak merangkap jabatan untuk menjaga

netralitas, transparansi, dan profesionalitas.

. Audit Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

Audit Planning secara penerapan tidak sepenuhnya dilaksanakan
secara tertulis, namun karena sudah terbiasa, jam terbang Satuan Pengawas
Internal (SPI) dan komite audit sudah tinggi maka di lapangan auditor
sudah paham terkait teknis dan jadwal pelaksanaan audit rutin. Secara
umum di Al Falah sudah terbentuk pola rutin audit keuangan, termasuk
dalam pembuatan laporan keuangan unit maupun laporan keuangan
gabungan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.

Yayasan Al Falah sudah rutin melaksanakan audit keuangan
internal dan eksternal melalui KAP setiap tahun. Sebagaimana dalam teori
audit keuangan lembaga nirlaba. Pijakan kerja dan tugas auditor internal
dalam hal ini Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Komite Audit sama
seperti yang digunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni standar
profesional akuntan publik, dan asersi pemeriksaan keuangan.

Dalam proses audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP),
posisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan komite audit sebagai
counterpart atau rekanan yang membantu auditor eksternal jika

dibutuhkan.
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Proses pelaporan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) akan terbit satu bulan setelah seluruh berkas
diberikan dan proses audit dilakukan. Nantinya laporan akan diberikan
kepada pembina, dan pengurus yayasan.

Untuk pelaporan hasil audit internal dilakukan oleh Satuan
Pengawas Internal (SPI), Komite Audit dan bagian laporan keuangan
gabungan. Laporan audit internal diserahkan kepada pihak yang memiliki

otoritas dan wewenang struktural.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran sebagai tindak

lanjut dari hasil penelitian ini. Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis

sampaikan:

1.

Bagi lembaga masjid lainnya, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
(SPI) dan Audit Keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya dengan
berbagai dinamikanya ini dapat menjadi inspirasi yang bisa dijadikan
model dan diterapkan pada lembaga masjid masing-masing khususnya
lembaga masjid yang berkembang dan memilki sumber daya keuangan
yang besar sehingga tercapai tujuan menjaga amanah umat dalam
mengelola dan mengalokasikan dana masjid sebagaimana yang sudah

dilakukan di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya.
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2. Bagi Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, sebagaimana yang disampaikan
oleh para narasumber dalam wawancara masih banyak hal yang perlu
dibenahi khususnya terkait perbaikan Sistem Pengendalian Internal yang
bersifat jangka panjang, menyeluruh atau merata kepada seluruh unit-unit
atau lembaga tanpa meninggalkan karakteristik dan kondisi dari masing-
masing unit-unit atau lembaga tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan
kepada Yayasan Masjid Al Falah untuk meningkatkan kuantitas dan/atau
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang terlibat dalam
keuangan dan pengendalian internal agar bisa lebih optimal dalam

melaksanakan fungsi pengendalian dan audit keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, jika dilihat penelitian ini tentunya jauh dari kata
sempurna. Penulis juga menyadari banyak kekurangan karena terbatasnya
data dan waktu penelitian. Penulis masih terbatas dalam mengeskplorasi
sistem pengendalian internal dan audit keuangan di masing-masing unit
atau lembaga di bawah Yayasan Masjid Al Falah. Penulis berharap
penelitian selanjutnya bisa melanjutkan dalam mengkaji terkait
pengendalian internal atau audit keuangan di lembaga/unit di bawah
Yayasan Masjid Al Falah atau lembaga masjid lainnya baik lewat

pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
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